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PUTUSAN
Nomor: 128/G/2011/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banduhg yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara

Biasa, telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut; -----------------

DEWAN PENGURUS ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA BEKASI (DPK
APINDO KABUPATEN BEKASI), berkedudukan di Spanis
Square Blok A Nomor‘8, Kota Delta Mas, Sukamahi. Cikarang
Pusat, Kébupaten Bekasi; Provinsi Jawé Barat, dalam. hal ini
diwakili oleh H. SUTOMO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pékerjaan Ketua D’eWan lPengurus Kabupaten Asosiasi
Pengusaﬁa Indonesia Kabupaten Bekasi (DPK.APINDO
Kabupateh Bekasi), dan WURYONO, S.H.MM.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan' Sekretaris Dewan

Pengurus Kabupaten Asosiasi Péngusaha Indonesia

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12

Desember 2011, telah memberikan Kuasa gepada;

1. DRA. ENDANG SUSILOWAT!, S.H.,M:H.;

2. NIKEN RINTANI, S.H.;-

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaén'Advokat,
beralamat di Geduhg Permata Kuningan Lt.. 10, Jalan
Kuningan Mulia Kaveling 9 C Guntur Setiabudi,‘.Jakarta

Selatan;

Xy

Untuk selanjutnya disebut sebagal. .. vcusii cosa P, _NGGUG{)%T;-
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MELAWAN

GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22,

Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat'Kuasa Khusus Nomor

181/03/Hukha'm, tertanggal 11 ~Januari 2012, telah

memberikan Kuasa Kepada;

1. YESSI ESMIRALDA, S.H.,M.H.,;---

. DENNY WAHJUDIN, S.H.M.H,;

. YUSUF SUPRIATNA, S.H.,;

. FIRMAN ALAMSYAH, S.H.,.M.H.,;

2
3
4. TATANG FIRMANSYAH, S.H..M.H.,;
5
6

. ARIZ EKHA SUPRAPTO, S.H.;
Kesemuanya lKewarglanegaraan Ind'onesia, Pékérjaan
Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa
Barat pada KantorvGubemL‘Jr Jawa Barat, beralarﬁat di

Jalan Diponegoro Nomor 22, Bandung, Provinsi Jawa

Barat;

Selanjutnya disebut sebagai...................... TERGUGAT:--

DAN:
R. ABDULLAH, DKK, (Yang Tergabung Dalam Buruh ‘- Bekasi Bergerak),
berkedudukan di Jalan Jend. A.Yani, Nomor 01, Komplek

Pemkot Bekasi,;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari

2012, telah memberikan Kuasa Kepada;

1. KAMBUSIHA, S.H.

2. ENDANG ROKHANI, S.H.,M.Si.

3. MUHAMAD IRAYADI, S.H.;
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Pengadilan Tata Usaha Negara Banduhg tersebut ;

1.
2.

4. DONNY KRISWANDI, S.H.:

5. BUDI SANTOSO, S.H.;
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat, Tim

Advokasi Buruh Bekasi Bergerak, berkedudukan Jalan Jend.

A. Yani, Komplek Pemkot Bekasi,;.
Untuk selanjutnya disebut sebagai .............cccccooieenirinnnnn.

.......................................... TERGUGAT Il INTERVENSI;--

Telah membaca berkas perkara tersebut; -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 128/Pen.MH/2011/PTUN-BDG, tanggal 22 Desember

2011 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengke]ta tersebut ;
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pehgadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor: 128/Pen.PP/2011/PTUN-BDG, tanggal 22
Desember 2011 tentang Penetapah Pemeriksaan Persiapan ;--------------—---
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Penéadilan Tata' Usaha
Negara Bandung Nomor 128/Pen.HS/2011/PTUN- BDG tanggal 4 Januarl
2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca surat-surat bukti Para Pihak;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan, Surat Gugatannya tertanggal 20

Desember 2011, yang terdaftar di Keba_niteraa_n _Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung pada tanggal 21 .Desember 2011, dengan Regi'ster perkara Nomor:

128/G/2011/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada pemenksaan persWal

4 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 123'Putusan Perkara 128/
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Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:

ALASAN-ALASAN GUGATAN:

“Surat Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011
terbit tanggal 21 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di
Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran Upah Minimum

Kabupaten Bekasi tahun 2012”,;

T

Bahwa objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 21
November 2011, gugatan ini diajukan pada tanggal 16 Desembef 2011,
sehingga masih dalam tenggang waktu yang d.iatur dalam Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-

Bahwa objek gugatan tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

~ yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

konkrit, individual dan final, sehingga Keputusan tersebut dapat dijadikan objek
gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya sengketa karena Nilai
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Bekasi Tahun 2011 adalah sebesar
Rp. 1.356.2;12,36 (satu juta tiga ratus lima puluh énam ribu dua ratus empat
puluh dua rupiah dan tiga puluh enam s_eﬁ), sedangkan Tergugat menetapkan:-
a. Upah Minimum Kabﬁpaten Bekasi Tahun. 2012 sebesar Rp. 1.491.866,-
(satu juta empét ratus sembilan puluh satu ribu delapén ratus énam puluh
enam rupiah), yaitu 109,99 % Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Kabupaten Bekasi Tahun 2011; ‘

r.;/,._ . -

b. Upah Minimum Kabupaten Bekasi untuk Kelompok l/sebesar Rp

/=
1.849.913,84,- (satu juta delapan ratus empat puluh sembil rtn ge ‘mbilan
Halaman 4 dari 123 Putusan Perkara 12 }201 1 -BDG
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ratus tiga belas rupiah), yaitu 30 % diatas Upah Minimum Kabupaten

Bekasi Tahun 2012;

¢. Upah Minimum Kelompok Il sebesar Rp. 1.715.645,90 (satu juta tujuh ratus
lima belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah dan sembilan puluh

sen), yaitu 25% diatas Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-------

Nilai Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 melebihi Nilai Kebutuhan
Hidup Layak Kabupaten Bekasi fahun 2011, sedangkan Nilai Upah animum
Kelompok | dan Kelompok Il tidak didasarkan pada kesepakatan Qnsur—unsur
dalam Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, sehingga objek
sengketa bertentangan dengan Peraturan Pérundang-undangan yang berlaku
dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53-ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahu_n 2004;

‘ Bahwa dalam rangka merumuskan usulaﬁ Penetap'a‘n Upah Minimum
Kabupaten Bekasi Tahun 2012, maka Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi
(DEPEKAB Bekasi), yang terdlrl dan Unsur Pemerintahan, Pengusaha
(APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melakukan survey térhadap
harga komponen kebutuhan hidulp layak (KHL) sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

. Bahwa berdasarkan hasil survey harga seluruh komponen KHL Kabupaten
Bekasi tahun 2011, maka pada tanggal 26 Oktober 2011 DEPEKAB Bekasi
bermusyawarah dan menyepakati Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun
2011 adalah sebesar Rp. 1.356.242,36 (satu juta tiga ratus lima puluh enam

ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dan tiga puluh enam sen);------=-==---=-=---
. Bahwa pada tanggal 15 dan 16 November 2011, DEPEKAB mengadakan rapat
dalam rangka Penetapan Nilai Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012,

RN

masing-masing unsur mengusulkan Nilai UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012

dan Upah Minimum Sektoral Kelompok | dan Kelompok Il sebaga benkut -
Halaman 5 dari 123 Putusan Perkare 128/G/}03 ~DG
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a. Unsur APINDO:

- Upah minimum Kabupaten 'Bekasi sebesar Rp. 1.324.778,- (satu juta
tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan‘rupiah)

atau 97,7% dari Nilai KHL;

- Upah Kelompok I sebesar Rp. 1.417.511,- (satu jufa empat ratus tujuh

belas ribu lima ratus sebelas rupiah) atau 7 % di atas usulan upah

minimum Kaoupaten Bekasi tahun 2012;
- Upah Kelompok | sebesar Rp. 1.456.328,- (satu juta empat ratus lima
buluh"enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau 9,9% di atas

usulan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;

b. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- Upah: minimhm Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.912.522,- (satu juta

sembilan ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yaitu

141% Nilai KHL;
- Upah Kelompok Il sebesar Rp. 2.046.398,- (dua juta empat pulu‘h enam
ribu t‘iga‘ ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 16% di atas usulan
upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012, yaitu.150,8% Nilai KHL;--
- Upah Kelompok | sebesar Rp 2.102.436,- (dua juta seratus dua ribu
empat ratus tiga puluh enam rupiah) atau 24% di atas usulan upah
minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012, yaitu 155% Nilai‘ KHL; -z

c. Unsur Pemerintah;

- Upah Minimum Kabupaten Bekasi Rp. 1.491.866,- (satu juta empat

ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah),

.yaitu 109% Nilai KHL;

- Upah Minimum Kelompok Il Rp. 1.715.645,90,- (satu juta tujuh ratus

lima belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah dan sembilan_pulyh

i
e

sen), yaitu 26,49% di atas nilai KHL;-- e
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- Upah Minimum Kelompok | sebesar Rp. 1.849.913,84- (satu juta

delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas

rupiah dan delapan puluh empat sen), yaitu 36,3% di atas Nilai KHL;-----

7. Bahwa Nilai Upah Minimum yang diusulkan oleh Unsur Serikat Pekerja

didasarkan pada perhitungan;

o

Inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2011 sebesar 2,85%;---------- -

Prediksi inflasi bulan November-Desember 2011 sebesar 1%;----==-=nmmemmmen-

o

c. Prediksi inflasi tahun 2012 sebesar 5,3%;

d. Penetapan Upah Minimum memperhatikan inflasi berjalan;

e. Adanya perbaikan taraf hidup bagi pekerja (15,6%);

f. Rumus alternatif: UMK 2012,=‘UMK 2011 (1+3,85% + 15,6%)=
Rp.1.604.810,-;

g. Rumus yang diusulkan secara resmi: UMK 2012=UMK 2011 + (%LPE + %

Laju Produktivitas + % Pencapaian KHL) x KHL 2011, dengan demikian

UMK Tahun 2012 = Rp. 1.605.002,- ;

8. Bahwa dasar pertimbangan usulan Pemerintah adalah;

a. Investasi yang cenderung positif;

b. Penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2010 merjgalami

. kenaikan;

c. Sebagaimana data BPS Kabupaten Bekasi yang telah diéampaikan

sebelumnya bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 cenderung

mengalami kenaikan;

d. Upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan;

e. Adapun untuk.Upah kelompok sebagaimana ditentukan dalam Permen 01
Tahun 1999 bahwa dimungkinkan untuk menetapkan minimal 5% diatas

UMK;

(‘15
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9. Bahwa rapat dalam rangka penetapé'n UMK dimaksud dalam angka 5 di atas
tidak mencapai kata sepakat. Unsur SP/SB‘m‘engusquan penetapan nilai UMK
tahun 2012 dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak/

voting berdasarkan Pasal 31 Tata Tertib DEPEKAB Bekasi;

10.Bahwa anggota DEPEKAB Bekasi unsur Péngusaha menolak pelaksanaan
voting, karéﬁa nilai usulan yang akan di voting adalah nilai hasil perhitungan
yang bertentangan dengan ketentuan-ketenthan dalam Peraturan Perundang-
undangan yang bersifat materil/subtansial, oleh karena itu unsur pen,g‘usaha

walk-out;

11.Bahwa walaupun unsur Pengusaha menolak, voting tetap dilaksanakan tanpa
kehadiran unsur pengusaha dan menetapkan nilai upah minimum dan upah
minimum Kelompok | dan Kelompok il Kabupaten Bekasi tahun 2012 sebagai

berikut;

a. Upah minimum Kabupaten Bekasi; Rp. 1.491.866,- (satu juta émpa_t ratus
sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam 'pvuluh enam rupiah), yaitu

109% nilai KHL;

b. Upah Minimum Kelompok I: Rp. 1.715.645,90,- (satu juta tuju‘h ratus lima

belas ribu enam ratus- empat puluh lima rupiah dan sembilan puluh sen),

yaitu 26,49% di‘atas Nilai KHL;

c. Upah Minimum Kelompok I: Rp. 1.849.913,84,- (satu juta delapan ratus
empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah dan delapan

puluh empat sen), yaitu 36,3% di atas Nil:ai KHL;

12.Bahwa berdasarkan hasil voting dimaksud dalam butir 8 di atas, Bupati
menya'mpaikan rekomendasi kepada Tergugat untuk ditetapkan sebagai Upah

Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, upah minimum Kelompok | dan

Kelompok II;

13.Bahwa berdasarkan rekomendasi Bupati 'Bekasi, maka pada

November 2011 Tergugat mengeluarkan “surat Képutusan Glib
Halaman 8 dari 123 Putusan Perkara 128/G.
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Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 terbit tanggal 21 November 2011

tentang upah mininium kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2012, yang isinya

memutuskan:

“Menetapkan

‘Kesatu

“‘Kedua

“Ketiga

!

“‘Keempat

: Keputusan Gubemur Jawa Barat Tentang Upah Minimum

Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 201 2%

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan

Gubemur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1564-Bangsos/2010

tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat

tahun 2012%

: Menetapkan besaran upah minimum pada 26 (dua puluh

enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012

sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian

yang tidak terpisahkan‘dan’ Keputusan ini;

: Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah

yang lebih tinggi dan ketentuan upah minimum
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kedua, tidak dibensarkan untuk mengurangi- dan/atau

. | '
menurunkan upah pekenanya, sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan’;

. Perusahaan yang tidak mampu me/éksanakan ketentuan

upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kedua, dapat mengajukan penangguhan upah
minimum kepada Gubemur Jawa Barat melalui Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigra.éi Provinsi Jawa Barat, paling

lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakbnya Keputusan ini,

|

dengan ketentuan;

FerN
N

N
<\
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a. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses
penyelesaian,  perusahaan  yang  bersangkutan
membayar bpah yang biasa diterima pekerja;---—---; -------

b. Dalam hal permohonan  penangguhan ditolak,
pengusaha diwajibkan mémbayar upah kepada beke/ja
sebesar upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada Diktum Kedua, terhitung mulai tanggal 1

Januari 2012; dan”;
c. Dalam hal permohonan  penangguhan  disetujui,
pengusaha diWajibkan membayar upah sesuai dengan

yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah

Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012;

“Kelima : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan upah
hinimum Kabupaten/i(oté Tahun 2012 dan penéngguhan
Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012, dilakukan oleh
Gubemur Jawa Barat dan Bupati/Walikota 'sesuai

kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan;
“Keenam : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal 1 Januari 2012;----

14.Bahwa para pengusaha anggota para Peng'gugat tidak dapat menerirﬁé objek‘
gugatan dan mendesak para Penggugét untuk segera méngajukan gugatan
terhadap Terguga't, guna pemb_atalan objék gugétan dan moﬁon kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara mengelt;arkan Penetapan Péhangguhan
pemberlakuannya berdasarkan Pasal 67 ayat '(1), (2), (3), (4) huruf a dan b

Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 1986,‘ sampai adanya Putusan' yang

berkekuatan hukum tetap, dengah alasan sebagai berikut;
| ‘
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a. Objek gugatan sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten
Bekasi Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- Bahwa Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
berbunyi “Pemerintah menetapkan upah minimum ‘sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3)' huruf a berdasarkan kebutuhan h/’dub layak

dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ‘eko.nomi”;---

- Bahwa fakta menunjukkan: DEPEKAB Bekasi telah menyepakati Nilai
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2011 adalah se_bés'ar Rp‘.

1.356.242,36 (satu juta tiga‘rétus lima puluh enam ribu dua ratus empat

-puluh dua rupiah dan tiga puluh enam sen); ‘

- Bahwa berdasarkan Upah Minimu‘m Kabupaten Bekasi tahu‘n'20’12 yang
ditetapkan melalui objek gug‘étén térlémpau tinggi sehingga sangat
merugikan kepentingan peng‘usaha anggéta Pe‘nggugat, yaitu Rp.
1.491.866,- (satu juta eﬁpat vra‘tus sembilan puluh satu ‘ribu c;elapan
ratus enam puluh enam rupiah), atau =110 % dari nilai KHL:, tahun
2012, bukan berdasarkén nilai ke‘butuhan hiddp layak, melainkan
ditambahkan faktor-faktor lain yang ‘tidak relevan dan tidak berdasar

hukum, vyaitu:

1) Investasi yang cenderung positif;

2) Penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 sa‘mpai dengan 2010

mengalami kenaikan;

3) Sebagaimana data BPS Kabupaten Bekasi yang telah disampaikan
sebelumnya bahwa LPE Kabubaten Bekasi pada tahun 2010

cenderung mengalami kenaikan;

4) Upah di Kota Bekasi menjadi pfertivmbangan;
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5) Adapun untuk upah kelompok sebagaimana ditentukan  dalam

Peraturan Menteri 01 Tahun 1989 bahwa dimungkinkan untuk

menetapkan minimal 5% diatas UMK;
Bahwa besaran upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012
ditetapkan secara sewenang-wenang berdasarkan angka yang berasal

dari unsur Pemerintah, tanpa memperhatikan produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi;

Bahwa dengan demikian besaran upah minimum Kabupaten Bekasi
tahun 2012 yang diusulkan oleh unsur Pemerintah édalah bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pérundang-undangan
yang bersifét materil/subtansial, éehingga rekomendasi Bupati- Bekasi
tentang besaran upah minimum }(abupaten Bekasi tahuﬁ 2012
didasarkan pada usulan DEPEKAB Bekasi juga bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang
bersifat materil/subtansial. vOIeh' karena 6bjek gugatan ditétapkan
berdasarkan rekomendasi .yang bertentangan dengan keténtuan-
ketentuan dalam Peraturan. Perundang-undangan yang bersifat
materil/subtansial, maka objek gugatan juga Bertentang_an dengan
ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
bersifat materil/subtansial, sehinéga harus dinyatakan batal atau tidak

sah;

b. Objek gugatan sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten

Bekasi Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003;-

Bahwa Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

berbunyi;

M_HA\\

“Upah minimum sebagaimana diméksud dalam ayat (1 A,d/arahkan

kepada pencapaian kebutuhan htdup Iayak"
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Aturan Penjelasannya yang berbunyi:

‘yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencap.aian kebutuhan hidup
layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan upah min/'muml' harus
disesuaikan dengan tahapan pencapaiaﬁ perbandingan upah minimum
dengan kebutuhan hidup layak yang besarannya ditetapkan oleh
Menter,; '

Bahwa besaran upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012

ditetapkan secara sewenang-wenang,‘melampaui nilai KHL;--=-===ss=e=-

Bahwa dengan demikian objek gugatan bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Peratufan Perundang-undangan yang
bersifat materil/subtansial, sehin'gga har'ubs dinyatakan batal atau tidak

sah;

c. Objek gugatan sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kelompok |

dan Kelompok |l bertentangan dengan;

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Ménteri ’Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor: PER-01IMEN/1999 ’tentang Upah Minimum yo. Képlutusan
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indoneééa Nomor:
KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1., Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 8, Pasal 11, Pasql 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenagé Kerjav
Republik Indonesia Nomor: PER-O1/MEN/1999 tenténg Upah Minimum

yang bunylnya

“Usulan penetapan UMSR TK. | dan UMSR TK. I d/rund/ngkan dan

disepakati oleh asosiasi perusahaan dan sen’kat pekerja’;--—--—ieeememeeee

Pasé'l 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor: KEP-226IMEN/2000 tentang Perubahan

Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 Pasal 8 Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21

/'MAw*hA\
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republlk Indonesia Nogor - PER-

01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang berbunyi:
Halaman 1 3 dan 123 Putusan Perkara 128/G/2
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“Selain upah minimum sebagaimané dimaksud dalam (1) Gubemur
dapat menetapkan upah min/mum sektoral Provinsi/UMS Provinsi atau
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) atas
kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekedé/seﬁkat

buruh”;

- Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja R‘epublik‘
Indonesia Nomor: PER-01/MEN/1§99 yo. Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-226/ME‘N/2000
tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal
20, Rasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Ihdonesia

Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;-

- Bahwa Upah Minimum Kelompok | dan Kelompok Il adalah Upah
Minimum Sektoral Tingkat Kabupaten/Kota (UMSR TK. l);-=—---—-smrmmun

- Bahwa nilai Upah Minimum Kelompok ‘| dan Kelompok Il yang
ditetapkan untuk diusulkan bukan hasil kesepakatan, melainkan
ditentukan berdasarkan suara terbanyak/voting, tanpa dihadiri oleh

unsur pengusaha;

- Bahwa besaran Upah Minimum Kelompok | dan Kelompok Il yang
ditetapkan untuk dlusulkan terlalu besar tanpa perhltungan yang benar

dan tanpa dasar hukum serta sangat memberatkan para pengusaha;-----

- Bahwa dengan demikian jelaslah objek gugatan sepanjang yang
menetapkan Upah Minimum Kelompok | dan Kelompok Il bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalgm‘ Peraturan Perundang;undangan
yang bersifet materil/substansial, sehingga harus dirlwyatakanlba,tal atau

tidak sah;

. Bahwa ob;ek gugatan bertentangan ~dengan Peraturan Perund_ang-
SN /,\\
undangan yang berlaku, yaitu Pasal 88 ayat (4) dan Pas aI 89 ayat (2)

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 13 Tahun 2003,( entang
. Halaman 14 dari 123 Putusan Perkara 128/G, U{P
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Ketenagakerjaan, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenagé‘ Kerja
Republik Indonesia Nomor: PER-O1/MEN/1999 tentang Upah Minimum yo.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, P_asal 21 Pera_turan Menteri Tenaga Kerja
Republik Indonésia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, jo.
Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang

Upah Minimum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a

dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

e. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objék gugatan khusus mehgenai
besaran, upah minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, Upah Minimum
Kelompok | dan Upah Minimum Ke[ompok II, tidak mempertimbangkan
bahwa keabsahan usulan DEPEKAB Bekasi dan Re.komendasi‘Bupati
Bekasi, serta tidak mempertimbangkan kepentingan seluruh penguéaha di
Kabupaten Bekasi yang tersanékut dengan objek sengketa, seéridainya
Tergugat sebelum mengeluarkan objek gugatan telah mempertimbéngkan
secara benar, maka Tergugat seharusnya tidak sampai menerbitkan

keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara @ QUO;----=-===-=-=====-

15. Bahwa objek gugatan semata-mata hanya menguntungkan para pekérjé/buruh
dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan para Pengusaha (para
anggota Penggugat) dan asas kepastian hukum. gApa_biIa Ter“gugat'dalam
mengeluarkan - kedua objek gugatan terlebih dahulu mempertimbéngkan
kepentingan para- pengusaha dan kepentingan para pekerja/buruH secara
cermat dan bijak, maka seharusnya Tergugat tidak sampai meﬁgeluarkan
keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian
maka objek gugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah seEagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a.dan ¢ Undang-Unda,ngf?;Ndmbr 9

Halaman 15 dari 123 Putusan Perkara 128/
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Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan

Tata Usaha Negara;

16.Bahwa seharusnya besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012
dan Minimum Kabupaten Kelompok | serta Kelompok Il yang diusulkan oleh
anggoté DEPEKAB Bekasi unsur pengusaha adalah tepat dan didasarkan

pada peraturan yang berlaku, oleh karena itu sah untuk ditetapkan dan untuk

diberlakukan di Kabupaten Bekasi sebagai berikut;

- Upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.324.778,- (satu juta tiga
ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh _puluh delapan rupiah), atau

97,7% dari Nilai KHL ;-

- Upah Kelompok 1l sebesar Rp. 1.417.551,- (satu juta empat ratus tujuh

belas ribu lima ratus sebelas rupiah), atau 7% di atas usulan upah minimum

Kelompok Bekasi tahun 2012;

- Upah Kelompok | sebesar Rp. 1.456.328,- (satu juta empat ratus lima puluh

enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), atau 9,9% di atas usulan

upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;

17.Bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat secara melawan hukum,
bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, ~merugikan
kepentingan ;')ara pengusaha dan menimbulkan ketidakpastian hukum,

sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

18.Bahwa apabila keputusan Tergugat tersebut harus dilaksanakan, akan sangat
memberatkan pengusaha dan mengancam kelangsungan hidup peruséhaan,
serta menghilangkan kepercayaan masyérakat terhadap Pemerintah dan

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjalankan usaha;

19.Bahwa objek gugatan harus segera ditangguhkan pelaksanaannya, karena
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para pengusaha dan tidak ada kepentingan umum yang mendesak dalam

rangka pembangunan nasional;

20.Bahwa Tergugat harus diperintahkan untuk mencabut ‘Surat Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 terbit ténggal 21
November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun

2012 sepanjang méngenai Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012} ------

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti sebagaimana yang
telah disebutkan di atas, maka cukup beralasan apabila Pengadilan Téta Usaha
Negara Bandung sependapat dengan Penggugat untuk kemudian: meﬁerima,
memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha. Negara ini untuk kerﬁudian

berkenan memberi putusan sebagai berikut;

DALAM PENUNDAAN;
- Menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa selama
pemeriksaan sengketa sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap
terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-
Bangsos/2011 terbit tanggal 21 November 2011 tentang Upah Mihimum
Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepénjang mengenai besaran

Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahuh 2012;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk selu;uhnya;.

2. Menyatakan. batal atau tidak sah Surat Keputuéan Gubernur Jawa Barat
Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 térbit tanggal 21 November 2011 tentang
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang

|

mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----------nvunev

3. Memerintahkan ‘Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa

Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 terbit tanggal 21 November 2011

tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sep‘ér‘ﬁfaqg

Ry

/

mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi-tahun 2012 ,-eh--;-;:«{w--- X

Halaman 17 dari 123 Putusan Perkara 128/G 9
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4. Memerintahkan Tergugat untuk ménetépkan:
- Upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.324.778,- (satu juta tigé ratus
dua puluh empat ribu tujuh ratus iujuh puluh delapan rupiah), atau 97,7% dari

Nilai KHL,;

- Upah Kelompok Il sebesar Rp. 1.417.511,- (satu juta empat ratus tujuh belas

ribu lima ratus sebelas rupiah), atau 7% di atas usulan upah minimum

Kelompok Bekasi tahun 2012;
- Upah Kelompok | sebesar Rp. 1.456.328,- (satu juta empat ratus lima_ puluh
enam ribu tiga ratus dua puiuh delapan‘rupiavh'), ata‘u 9,9% di atas usulan upah

minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;

[

5, Me;ghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara;-------------

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis ’Hakim telah menetapkan
BURUH BEKASI BERGERAK dalam hél ini diwakili oleh Kuasa Hukumnyé yang
bernama KAMBUSIHA, S.H, dan Kawan-kawan yang berl}ge_d»udukan sebagai pihak
Tergugat |l 5Intervensi berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim. No.

128/G/2012/PTUN-BDG, pada tanggal 16 Januari 2012 ;

" Menimbang, bahwa, atas gugatan Per;ggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 11 Januari 2012 yang pada pokoknya memuat

hal-hal sebagai berikut ; :

DALAM PENUNDAAN;

1. Bahwa objek sengketa dalam‘ perkara “ini, sebagairﬁana dikemukakan
Penggugat dalém surat gugatannya tertanggal 20 Desember 20j1,;adalah
Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 -Nopember 2011 tentang Upah

Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sepanjang mengenai

besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012;

2. Bahwa dalam surat gugatannya tertanggai 20 Desember 2011, /Pg/ng_g\ t

meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung un k menunda‘-"

Halaman 18 dan 1 23 Putusan Perkara 128/G, @’Ili
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dilaksanakannya objek. sengketa, _dengén alasan adanya keadaan yang
mendesak yang mengakibatkan kepeniingan Penggugat sangat dirugikén, jika
Keputusan Tata Usaha Negara yang'digugat itu tetap dilaksanakan. Terhadap
hal ini, tentu saja Tergugat dengan tegas menolak perrﬁohonan Penggugat

untuk menunda objek sengketa, karena:-

a. Keputusan Tergugat yang menjadi ‘obj'ek sengketa dalam perkara ini
dikeluarkan Tergugat bukan untuk kepentingan Tergugat, akan tetapi untuk
kepentingan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,
khususnya masyarakat pekerja yang didasarkan kepadé kebutuhan -hidup

layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivita's dan pertumbuhan

ekonomi;
b. Keputusan ini dikeluarkan Tergugat setelah memperhatikan dan
mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat
dan rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se Jawa Barat;—-—-
. Karena itu, keputusan Tergugat ini sudah pééfi' menyangkut kepehtingan
umum, kepentingan orang banyak atau kepenti_n_gan masyarakat, terutama
masyarakat pekerja yang menca‘riA vnafkah‘ di perusahaan-pe}uééhaan,

sehingga pemberlakuan Keputusan Tergugat ini menjadi dambaan sangat

dinanti-nantikan oleh masyarakat peke(ja;
. Oleh karena itu ababila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mehunda
dilaksanakannya Keputusan Tergugat semata-mata hanya untuk merﬁenuhi
Kepentingan Penggugat belaka, yaitu DPK APINDO Kabupaten Bekasi; akan
tetapi mengabaikan kepentingan para pekerja di Kabupaten Bek‘lasi, maka
akan menyakiti perasaan masyarakat pekerja di Jawa Barat, khususnya
masyarakat . pekerja di Kabupaten Bekasi, karena Kepufusan Tergugat ini
dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan‘rhasyarakat pekerja

yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan di /El,da\@

o~

‘ = F\ N A
s

ketenagakerjaan; : S/ TR——

Halaman 19 dari 123 Putusan Perkara 1 28/G/2({?
{
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5. Selain hal itu, Tergugat telah menerima dan sedang mempertimbangkan pula

permohonan dari beberapa perusahaan di Kabupaten Bekasi yang meminta

penangguhan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep‘.1540-

Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum

Kabupaten/Koté di Jawa Barat Tahun 2012, untuk ditetapkan dalam

Keputusan Gubernur Jawa Barat, yaitu dari perusahaan;

a.

PT. BISMA NARENDRA, jenis us:aha Industri Galvanisasi jangka waktu

penangguhan 12 bulan;

PT. ARGO-PANTES,Tbk, jenfs uséha Tekstil, jangka waktu penangguhan

12 bulan;

PT. FUMIRA, jenis usaha Industri Seng, jangka waktu penangguhan 12

bulan;
PT. INTERNUSA SARANA SEJAHTERA, jenis usaha Pakaian Jadi, jangka

waktu penangguhan 12 bulan;

PT. VANADIUM MODERN ELECTROPLATING, jenis usaha Elektron
Platting Antena Dim TV, jangka waktu penangguhan 12 bulan;------------------

PT. DHARMA MARUWA GARMENT INDUSTRY, jenis usaha Garmen,

jangka waktu penangguhan 12 bulan;

PT. SYSTECH INDONESIA, jenis usaha Sub assy dan Komponen

Elektronik, jangka waktu penangguhan_ 12 bulan;-
PT. SEOUL PRESS INDONESIA, jenis usaha Penempaan, Pengepresan
dan Penggulungan Logam, jangka waktu. penangguhan 12 bulan;-—-----------

PT. TEMPESTA INTERNATIONAL, jenis usaha Garmen Pakaian jadi,

jangka waktu penangguhan 12 bulan;

PT. SUN-JOO ENTERPRISE INDONESIA, jenis usaha perakitan

komponen elektronik, jangka waktu penangguhan 12 bulan;

PT. LAKSHMI LEELA GARMENT INDUSTRI, jenis usaha ind isRakaian
&)\ — /] \\‘

jadi, jangka waktu penangguhan 12 bulan;

Halaman 20 dari 123 Putusan Perkara 12
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5. Selain hal ifu, Tergugat telah menerima dan sedang mempedimbangkén pula
permohonan dari beberapa perusahaan di Kabupaten Bekasi yang meminta
penangguhan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-
Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah | Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Barat “Tahun 2012, untuk ditetapkan dalam

Keputusan Gubernur Jawa Barat, yaitu dari perusahaan;

a. PT. BISMA NARENDRA, jenis usaha Industri Galvanisasi jangka waktu

penangguhan 12 bulan;

b. PT. ARGO-PANTES,Tbk, jenis usaha Tekstil, jangka waktu penan\cjguhan

12 bulan;

c. PT. FUMIRA, jenis usaha Industri Seng, jangka waktu penangguhan 12

bulan; ‘
d. PT. INTERNUSA SARANA SEJAHTERA, jenis usaha Pakaian Jadi,'jangka

waktu penangguhan 12 bulan;

e. PT. VANADIUM MODERN ELECTROPLATING, jénis’ usaha Elektron
Platting Antena DIm TV, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-—---—---------—-
f. PT. DHARMA MARUWA GARMEN'f INDUSTRY, jenis usaha Garmen,

jangka waktu penangguhan 12 bulan;

g. PT. SYSTECH INDONESIA, jenis usaha Sub assy dan Komponen

Elektronik, jangka waktu penangguhan 12 bulan; :
h. PT. SEOUL PRESS INDONE.SIlA,‘jenis usaha Penempaan, Pengepresan
dan Penggulungan Logam, jangka waktu periangguhan 12 10 R
i. PT. TEMPESTA INTERNATIONAL, jenis usaha Garmen Pakaian jadi,

jangka waktu penangguhan 12 bulan;

j. PT. SUN-JOO ENTERPRISE INDONESIA, jenis usaha -pérakitan

komponen elektronik, jangka waktu penangguhan 12 bulan;

y
7
i/

k. PT. LAKSHMI LEELA GARMENT INDUSTRI, jenis usaha indust/}i,g,_q}g_aian

jadi, jangka waktu penangguhan 12 bulan;
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I. PT. GAON INDONESIA, Jenis usaha Garman, jangka waktu penangguhan

12 bulan;

m. PT. DAELIM INDONESIA, jenis usaha peralatan dapur, jangka waktu

penangguhan Januari sampai September;

n. PT. DONG SAN INDONESIA, jenis usaha komponen elektronik, jangka

waktu penangguhan 12 bulan;

6. Oleh karena itu Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung menolak permohonan Penggugat d:alam surat gugatannya tertanggal

20 Desember 2011 pada halaman 13 yang memohon kepada Pengadlilan Tata
Usaha Negéra Bandung, untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 561/Kép.1540-Banngs/'2011 tanggal 21 Nop‘ember‘ 2011
tentang Upah Minirnum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2012, sepénjang

mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun L, —

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa

dan memutus perkara ini, karena;

a. Objek sengketa dalam perkara ini yaftu Keputusan Gubernur Jawa. Barat
Nomor 561/Keb.1540-Bangsos/2011 .‘tangga'l 21 Nopember 2011 tentang
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Baraf Tahuﬁ 2012, sepénjang
mengenai besaran Upah Minimum Kab‘upaten Bekasibtahun ‘2012. tidak
bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan yang te;rtuang
dalam objek sengketa serta bengaturan'nya masih bersifat umum. Artinya
objek sengketa, bukan Keputusan Téta Usaha Negara yang dapat
diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negafa sebagaimana dimaksud
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004:jo.
Undang#UndanQ Nomor 51 Tahun 2009), akan tetapi me[ugakah |

Halaman 21 dari 123 Putusan Perkara 128/GAG1 1/P; DG
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Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat
umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Peradilan
Tata Usaha Negara ((Undang-Undang Nomor 5'Tahun 1986 jo. Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-

. Bahwa objek séngketa dalam berkara ini yaitu Keputu;an Gubgrnur Jawa
Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2‘012,. adalah
sama dengan objek sengketa daIafn 'p'erkara Nomor 123/G/2008/PTUN-
BDG, yaitu Keputusan Guberhur Jawa Barat Nomor 561/Kep.684-
Bangsos/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Upah. Mi'nimum
Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009. Perkara Nomor
123/G/2608/PTUN.Bdg tersebut yaitu :perkara gugatan antara Dewan
Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO)
Kabupaten Karawang melawan Gubernur Jawa Barét yang telah diputus
PTUN Bandung, de;Qén penetapan Norﬁor 123/G/2008/PTUN.Bdg
tertanggal 1v2 Januari 20089. Pertimbangan‘hukum penetapan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg tertanggal 12
Januari 2009, dalam Perkara anta.r'a IDewan Dewan Pengurus Kabupaten
Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK : APINDO) Kabupaten .Ka.rawang
melawan Gubernur Jawa Barat, I_antara lain menyatakan: “Menimbang,
bahwa berdasarkan perﬁmbangén-pedimbangan tersebut diatas, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 huruf b Uhdang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 'Pemdilan Tata Usaha Negara, maka
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak befwenang untuk memerniksa,

mengadili, dan memutuskan sengketa ini, karena saat Keputusan yang
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pengaturannya masih bersifat umum, maka gugatan Penggugat tersebut

dinyakan tidak dapat diterima”;

Oleh karena itu Tergugat mohon‘kepada Majelis Hakim yang memerikéa dan

memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 20

Desember 2011 tidak dapat diterima;

. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa
dan memutus perkara ini, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undéng-Undang meor 5 Téhun 1986
jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 04 jo.#Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009), pengadilan baru berwenang ‘memerif(sa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah
digunékan. Adapun alasan yang dapat dlikemukakan Tergugat adalah sebagai

berikut;

a. Bahwa objék se_ngketa dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan
Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, adalah
keputusan Tefgugat, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
561/Kep.1540-Bangsos/2011 ' tanggal 21 Nopember 2011, sepanjang
mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012.. Artinya
upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar yang ditetapkan dalam lampiran

Keputusan Tergugat, yaitu;

1) Upah Minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.491 .866.,00,;; -----------
2) Upah Minimum Kabupaten Untuk Kelompok | Rp. 1.849.913,84,-;-4 -------
3) Upah Minimum Kabupaten‘ untuk Kelompok Il Rp. 1.715.645,'90,‘-;_- ------
b. Diktum Keempat Keputusan Tergﬁgat‘ térsébut diatas menyatakan, bahwa
“terhadap perusahaan yang tidak ‘mampu melavksanakan ketentuah Upah

Minimum Kabupaten/Kota dapat mengajukan penangguhan Up"’P/MA”W“U\\

kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dlnas Tenaga Kerja dary,

Halaman 23 dari 123 Putusan Perkara 128/G,
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Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya

Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai bérikut;
1) Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian,
perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima

pekerja;

2) Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan
mem‘bayar upah kepada pekerja sebésar Upah Minimum sebagaimana
dimaksud pada Diktum kedua, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011;

dan;

3) Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan

membayar upah sesuai dengan yéng tercantum dalam persetujuan;—----

Faktanya bahwa: upaya administratif tersebut tidak pernah dilékukén oleh
Penggugat. Penggugat selama ini belum. pernah mengajukan permohonan
penangguhgn_‘kepada Tergugat tefhadap objek__ sengketa yang ditetapkan
oleh Tergugat. Oleﬁ karena itu qapat'dikatakan, bahwa gugatan Penggugat
prematur, sebaliknya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum
berwenang memeriksa, memutué, dan menyelesaikan sengketa ini,
sepanjang Pihak Penggugat belum menempuh selurﬁh upaya administratif
sebagain‘ﬁana diamanatkan oleh ketentuan 'Pasal 48 Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara (Undéng-Undang Nomor § Tahun ,19é6 jo.
Undang;Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009);

Fakta lain ‘menerangkan bahwa, penangguhan terhadap Keputusan
Tergugat yang menjadi objek sengketa ini diajukan langsung oleh beberapa

perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat

dan bukan oleh DPK APINDO yang menjadi Penggugat dalam perkara ini.

i ) %
Beberapa perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebut adalah;---—
' /7_ . "

Halaman 24 darni 123 Putusan Perkara 128/

Ay
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1) PT. BISMA NARENDRA, jenis usaha Industri Galvahisasi jangka waktu

penangguhan 12 bulan;

2) PT. ARGO-PANTES,Tbk, jenis wusaha Tekstil, jangka “waktu

penangguhah 12 bulan;
3) PT. FUMIRA, jenis usaha Industri Seng, jangka waktu penangguhan 12

bulan;‘

4) PT. INTERNUSA SARANA SEJAHTERA, jenis usaha Pakaian Jadi,

jangka waktu penangguhan 12 bulan;-:

5) PT. VANADIUM MODERN ELECTROPLATING, jénis usaha Elektron
Platting Antena DIm TV, jangka waktu penangguhan 12 bulan;—-----------
6) PT. DHARMA MARUWA GARMENT INDUSTRY, jenis usaha Garmen,

jangka waktu penangguhan 12 bulan;-:

7) PT. SYSTECH INDONESIA, jenis usaha Sub assy dan Komponen

Elektronik, jangka waktu penangguhan 12bbulan; :
8) PT. SEOUL PRESS INDONESIA, jenis usaha Penempaan,
Pengepresan dan Penggulungan Logam, jangka waktu penanggi_.uhan 12

bulan;

9) PT. TEMPESTA INTERNATIONAL, jenis usaha Garmen Pakaian jadi,

jangka waktu penangguhan 12 bulan;-
10)PT. ..SUN-JOO ENTERPRISE INDONESIA, jenis usaha perakitan
komponen elektronik, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----—---——---

11)PT. LAKSHMI LEELA GARMENT INDUSTRI, jenis usaha ‘industri

pakaian jadi, jangka waktu penangguhan .12 bulan;-—
12)PT. GAON INDONESIA, Jenis usaha Garman, jangka . waktu

penangguhan 12 bulan;

13)PT. DAELIM INDONESIA, jenis usaha peralaian dapur, jangka waktu

penangguhan Januari sampai September;-
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14)PT. DONG SAN INDONESIA, jenis usaha komponen elektronik, jangka

waktu penangguhan 12 bulan;

Bahwa penangguhan terhadap objek sengketa ini memang dimungkinkan
dan ditegaskan pula dalam beberapa ketentuan, sebagai berikut;-—--—-:{ -----
a. Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 téntang
Ketenagakerjaan, menyatakan; “bagi pengusaha yang tidak mampu
fnembayar upah minimum dapat dilakukan penangguhén";-— --------- mmmne
b. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri :Tenaga Kerja dan Traﬁsmigrasi
Nomor: Kep-231/MEN12003‘ tentang ' Tata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum, menyafakan: “‘Dalam hal pengus.aha_' tidak

mamp‘u membayar upah minimum, majké pengusaha dapat mengajukan

penangguhan pelaksanaan upah m('nirﬁum";
c. Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri :Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor: Keb-231/MEN/2003 tentang tata cara penangguhan
'béiaksanaan upah minfmum, menyéfakan: “Permohonan penangguhan
pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada Gubermnur
melalui instansi yang bertanggung jawab dipidang ketenagakerjaan

Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah

minimun’”; |
d. Pasal 20 ayat (1) Peratufan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-
01/MEN/1999 Tahun 1899 tentang Upah Minimum, yang menyatakan:
“Pengusaha yang tidak mampu Me/aksanékan ketentuan sebagairﬁana

dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan

upah minimum”;
e. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rl No. PER-
01/MEN/1999 Tahun 1999 tentahg Upah Minimum, yang menyatakan:

“Permbhonan penangguhan upah minimum diajukan oleh, peagusaha
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paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum beﬂakunya keteta,‘oan. upah

minimum”;

Oleh karena itu sebelum gugatan ini diajukan, seharusnya Penggugat
menempuh upaya penangguhan Upah Minimum terlebih dahulu kepada
Tergugat, karena itu pula Tergugat moho'n kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini ;Jntuk menyatakan gugatan F;enggugat

tertanggal 20 Desember 2011 tidak dapat diterima;

. Bahwa Penggugat _tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk

mengajukan gugatan ini, karena Penggugat bukan pengdsaha, akan ‘tetapi

Asosiasi Pengusaha, dengan alasan sebagai berikut;
a. Bahwa yang mempunyai kepentingan’dan_ .hubungan hukum secara
langsung dengan upah atau pekerja/buruh adalah “pengusaha atau
pemberi kerja” dan bukan Asosiasi Pengusaha. Hal ini selaras dengan
pengertia_:h upah sebagaimana ldimaksu’d Pasél 1 angka 30 Undang-
'”Undang Nomor 13 Tahun é003 tentang Kétenagakerjaan, ' yang
menyatakan: “Upah adalah hak pekélja/buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha. atau pemberi. kerja
kepada . pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu
perjanjian kena, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas ‘suatu

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan®;
b. Kedudukan hukum Penggugat tidak jelas dan bukan Badan Hukum yang
mempunyai ikatan hukum atau perjanjian kerja secara langsung dengan

pekerja/buruh yang menerima upabh; ’

Bahkan dalam surat gugatan tertanggal 20 Desember 2011, Penggﬁgat dalam
hal ini Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusah‘a Indonesia (DPK-
APlNDb) Kabupaten Bekasi, tidak menjelaskan status hukum daryDRﬁ@
APINDO; '

Halaman 27 dan 12,3iPutusan Perkara 128/G/20
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Apakah berkedudukan sebagai badan hukum atau bukan? Karena itu,
Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

ini untuk menyatakan, gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvénkllj/'ke verklaard);
Berdasarkan uraian tersebut di atés, Tergugat mohon dengan segala
kerendahan hati, sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan 'm‘enyatakan, gugatan Penggugat
tertanggal 20 Desember 2011 dinyatakan tidak_ dapat diterima (Niet
ontvénklijke verklaafd); -

Il. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat
dalam gugatan tertanggal 20 Desember 2011, kecuali terhadap dalil-dalil

yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon agar
dianggap termuat pula dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini‘sebagaimana didalilkan Penggugat
pada halaman 1 surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, adalah
Keputusan Gubernur Jawa Barat No. »561/Kep.1540-Bangsc‘>s/20.1'1 ténggal
25 Nopember 2011 tentang Upah‘ Minimum Kabupaten/Kota di Jawla' Barat

Tahun 2012, sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten

Bekasi Tahun 2012;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gubgatan
Penggugat pade halaman 7 sampai déngan 12 dalam surat gugatannya
tertanggal 20 Desember 2011, yang intinya menyatakan bahyva ‘objek

- gugatan yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-

Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 Tentang Upah
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Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, bertentangan dengan
Peraturan Perundéng-undangan., yaitu bertentangan dengan Pasal 58 ayat
(4) Undang-Undang Nomork 13 Tahun 2003, yang berbunyi ;‘pefneﬁntah
menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a
berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mempérﬁatikari
produktivitas dan pertumbuhan ekonom/, dengan alasan terlampau tinggi
melebihi nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2011 sebesar Rp.
1.356.242,36,-(satu juta tiga ratus lima buluh enam ribu dua fétus.empat
puluh dua rupiah dan tiga puluh enam sen), ditetapkan secara sewenang-
wenang berdasarkan angka yang berasal dari unéur pemerintah;-—ufé- -------
Dalil-dalil Penggugat térsebut'tidak benaf dan harus ditolak, Rarena objek
gugatan dalam perkara ini, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
561/Kep.1540-Bangsos/2011 ianggal 21 Nopember 2011 Tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai
besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi> Tahun 2012, tidak bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan, dengén alasan sebagai berikut:—-
a. Objek gugatan dalam perkara ini, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 561./Kep.1540-Bangsos/2011, tanggal 21 Nopemberv 2011
Tentang Upah Mir;imum Kabﬁpaten/Kota di Jawa Barat Tahun. 2012,
dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya yaitu Sesuai
dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan “Upah | minimum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubemur

dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi

dan/atau Bupati/Walikota”,

Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Rekomendasi

Bupati/Walikota tersebut adalah sebégai berikut:

Halaman 29 dari 123 Putusan Perkara 128/G/20114F &
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1) Surat Dewan Penghpahén Provinsi Jawa Barat Nomor
13/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal
Rekomendasi Dewan Péngupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun

2012;

2) Surat Dewan Pengupahan Pfovinsi Jawa Barat Nomor
15/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 perihal
Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun

2012,

3) Sufat Dewan Pengupahan P‘royinSi Jawa Barat Nomor
18/DEPEPROV/X1/2011 tanggal 19 Nopember 2011 berihal

Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun

2012;
4) Surat . Dewan Pengupéhan Provinsi Jawa Barat ‘Nomor
19/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal

 Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun

2012;

5) Rekomendasi 26 (dua puluh enam) BupatiMWalikota se Jawa Barat;-—
Termasuk didalamnya rekomendasi dari Bupati Bekasi yang ditujukan kepéda
Gubernur Jawa Barat, ;nelalui sufatnya Nomor 560/4335/Disnake.r/)'(l/2011
tanggal 16 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis
Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMK_S Kabupaten Bekasi Tahun : 2012.

Didalam rekomendasi tersebut di tetapkan sebagai berikut:

1) UM Kabupaten sebesar Rp. 1.491.866,00,-;

2) Upah Minimum Kelompok | sebesar Rp. 1.849.913,84,-;

3) Upah Minimum Kelompok Il sebesar Rp. 1.715.645,90,-;

Nilai Upah Minimum Kabupaten Bekasi tersebut di atas masih jauh dibawah

nilai yang-diusulkan oleh serikat pekerja. Nilai upah tersebut sem%ﬁfﬁ:

e

untuk memenuhi nilai kebutuhan hidup layak (KHL) se?/ZSar
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1.356.242,36,-, sementara Upah Minimum Kabupaten yang diusulkan
Penggugat (DPK APINDO Kabupaten' Bekasi) sebesar Rp. 1.324.778,-
artinya masih dibawah nilai Kebdtuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp.‘
1.356.242,36. Keputusan Tergugat tersebut di atas, sama sekali tidak
bertentangan dengan Ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003, yang berbunyi “pemerintah menetapkan upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup

layak dan dengan mempertiatikan pmduktiflitaé dan pertumbuhan ekonomr’,

karena:

1) Dalam mengusulkan nilai UMK Tahun 2012, Pemerintah Kabu_paten
Bekasi telah mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup Iaya‘k dan telah
memperhatikan pula produktiQitas dan pertumbuhan ekonomi, antaré lain:
Investaéi yang cenderung positif, penyerapan tenaga Kerja darf tahun
2009 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan; sebagaimana data BPS

"~ Kabupaten Bekasi yang felah disampaikan sebelumnya bahwa LPE
Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan;
upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan; adapﬁn untuk upaﬁ kelompok
sebagaimana ditentukan dalam Perafuran Menteri Nomor 1 Téhun. 1999
bahwa dimungkinkan ;mtuk menetépkan, minimal 5% di atas UMK;-—-—--—

2) Melampaui nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tidak berarti atau tidak
menjadikan keputusan Tergugat rﬁenjadi bertentangan bdengarl1 ketentuan
Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang pénting
upah minimum tersebut tidak dibawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
sebesar Rp. 1.356.242,36,-;

. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh. dalil-dalil gugatan
Penggugat pada halaman 9 dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember

2011, yang intinya menyatakan bahwa objek gugatan- yaitu Ke Hs:
‘ G N

Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011

Halaman 31 dari 123 Putusan Perkara 126/G/21
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Nopember :2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jéwa Barat
Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran Upah Minimurh Kabupaten Bekasi
Tahun 2012, bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang.Nomor
13 Tahun 2003, yang berbunyi “Upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaién kebufuhan.hidup layak”, yang
dimaksud dengan kebutuhan hidup layak dalam ayat ini iéféh-Setiap
penetapan upah minimum harus disésuaikan'dengan tahapan pencapaian
perbandingan upah minimum dehgan kebutuﬁan hidup layak “'yang

besarannya ditetapkan oleh Menteri”, de‘nga‘n alasan sewenang-wenang

melampaui nilai KHL;
Dalil-dalil Penggugat tersébut tidék benar da;n harus ditolak, karena;---—------—-
a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011
tanggal 21 Nopember 2011 Tentang Upéh Minimum Kabupaten/Kota di
Jawa Barat Tahun 2012, dikeluarkaﬁ Tergugat telah sesuai dengan
keWenangannya, yaitu sesuai dengan ketehtuan_Pasal 89 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
menyétakan “Upah minimum sabaga/mana' dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan oleh Gubemur dengan mempérhatikan rekomendas)’ dan

Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota™,
b. Keputusan Tergugat tersebut di. atas telah memperhatikan pula

rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau rekomendasi

Bupati/Walikota tersebut adalah sebagai berikut;
1) Surat Dewan Pengupahan Erovinsi Jawa Barat Nomor
13/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011‘ perihal
Rekomendasi Dewan Pengup‘a'han Provinsi Jawa Barat UMK Tahun

2012;

2) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat ,//Ncme(\
15/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2074

Halaman 32 dari 123 Putusan Perkara 128/G/20
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Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jéwa Barat UMK Tahun

2012;

3) Surat Dewan Pengupahén Provinsi Jawa Barat Nomor
18/DEPEPROV/XI/2011 _tanggél 19 | Nopember 2011 perihal
Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun

2012;

4) Surat Dewan Pen_gupéhan Provinsi. Jawa Barat Nomor
19/DEPEPROV/XI2011 tanggal '21 Nopember 2011 perinal
Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun

2012,

5) Rekomendasi 26‘(dua puluh ehém‘) BupatviNValikota se JaWa Barat,
termasuk didalamnya rekomendasi dari Bupati Bekasi yang ditujukan
kepada Gubernur .Jawa Barat, melalui sura_tnyga - Nomor
560/4335/Disnaker/Xl/2011v tanggal 16 Nopember 2011' perihal

Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis Usaha dan Besaran Nilai

UMK/UMKS Kabupaten Bekasi Tahun 2012; :
Bahwa melampaui nilai kébuttihan'hidup (KHL) tidak berérti atau tidék
menjadikan Keputusan Tergugat 'me‘njadi beﬁéntangan de_ngah ketientuan
Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang penting
upah minimum tersebut tidak berada dibawa"h nilai kebutuhanj hidup layak
(KHL) sebesar Rb. 1.356.242,36,-. Lagipula kétentuan Pasal 89 éyat (2)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sama sekali tidak melarahg upah

minimum melampaui nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh  dalil- dalll gugatan
Penggugat pada halaman 9 surat gugatannya tertanggal 20 Desember
2011, yang intinya menyatakan bahwa objek gugatan sepanjang méngenai

besaran upah minimum Kelompok | dan Il, bertentangan dengan:-------zzs:
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a. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik lhdonesia
Nomor PER-01IMENI1999 v.te'ntang Upah Minimum jd. Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepuBlik lndohesié-Nomor
KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan P‘asal 1, Pasal ’3, Pasal 4,
Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Paéal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang U'pahAMlinimum,
yang berbunyi “Usulan Pene‘tapan 'UMSR TK.1 dan UMSR TK.II

dirundingkan dan disepakati oleh Asosiasi peruéahaan dan . senkat

pekerja”;

b. Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trahémigrasi
Republik Indonesial Nomor KEP-226/MEN/2000 . tentang Perubahan
Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11,‘,Pasal 20, Pasal 21
Peraturan Menteri Tenéga Kerja' Republik Indonesia Nomof PER;
01/MEN/1999 tentang Upah Miﬁimum. yang befbunyi ‘selain upah
minimum sebagaimana diméksud délam é})at (1) Gubemdk dapat
menetapkan upah minimum ‘sélktoral Provinsi (UMS ProvinsD. atau upah
minimum sektoral Kabupateﬁ/Kota (UMS Kabupaten/UMS ‘Kota) atas
kesepakatan organisasi peru.;séhaan dengan sé/ikat pekerja)sen’kat
buruh”, dengan alasan upéh nlw‘i'nimumgKelompok I dan Kelompok Il yang
ditetapkan, bukan hasil kesé'p_akatan, melainkén ditentukan berd:;sarkan

suara terbanyak/voting, tanpa dihadiri oleh unsur pengusahé;. terlalu

besar; dan memberatkan pengusaha-:
Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak, karena:—~---------
a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-8ahgsos/2011
tanggal 21 Nopember 2011 Téntang Upah Minimum Kabupaten/Kota di
Jawa Barat 'Tahdn 2012, sama’ sekali tidak .bertentangan dengan

ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mehteri Tenaga Kerja R'ep_ub{jk

Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 berbunyi :
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“Usulan penetapan UMSé TK.I dan- UMSR TK.II dirundingkan dan
disepakati oleh asosiasi pérusahaan dan serikat pekerja’, rﬁaupun
dengan Pasal 4 ayat (4) Keputusan‘ Menteri ‘Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik indonesia  Nomor KEP—ZZS/MEN/ZOOC yang
berbunyi “ sefain upah minimum égbag‘aimana dimaksud da/ém'ayat (1)
Gubemur dapat menetapkan upéh minimum sektéra/ ProQinsj (UMS
Provinsi) atau Upah Minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS
Kabupaten/UMS Kota) atas kééepakatan organisasi perusahaan dengan
serikat pekerja/serikat buruh’, karéna Tergugat dalam menérbitkan
keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3)
Undang-Undang Nohor 13 'tahun 2003,v yaitu ‘telah memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupéti"Bekasi,
sebagaimanatelah dikemukakan pada angka 5 tersebut di atas;------------
. Keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tersebut m‘emang
benar ditentukan berdasarkan suara terbanyak/voting, d“ikarenaqutn tidak
tercabainya kata sepakat diantara anggota Dewan Penéupahan
Kabupaten Bekasi, sehingga pengambilan keputusan dilakukén dengan
cara voting, namun pihak Penggugat' (DPK APINDC) hwelakukan walk out
pada pukul 02,55 ; WIB, sehingga : pengambilan Kepu,tu.séﬁ rapat
penetapah upah minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal.15 dan
16 Nopembef 2011, yang bertempat .di[uang rapat PT Jamsos,tek.jKanto.r
Cabang Bekasi, dilakukan dengah cara voting. Pada saa't_ itQ pihak
Penggugat dengan sengaja meninggalkan rapat fersebut (Walk out),

sehingga tidak mungkin. keputusan rapat diambil dengah cara

musyawarah mufakat; -
Jumlah peserta rapat pada saat itu sebanyak 27 orang Unsur DPK
APINDO walk out sebanyak 7. orang, unsur pemerintah 1 qrang 2gktt

tidak mengikuti pemungutan suara karena sakit, jumlah pese (& rapat
i . N l/"""
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pada saat pengambilan suara terbanyak sebanyak 19 orang, dengan

hasil pemunghtan suara sebagai berikut:

1) Usulan Pemerintah: UMK. Rp. 1.491.866,- : Ubah Minimum Kelompok

Il Rp. 1.715.645,90,-; Upah Minimum Kelompok | Rp. 1.849.913,84,-;

memperoleh 16 suara;-
2) Usulan DPK APINDO: UMK Rp, 1.324.778- Upah Minimum
Kelompok Il Rp. 1.417.511,-; Upah Minimﬁm Kelorhpok_ I Rp.
1.456.328,- memperoleh 0 Suara; '

3) Usulan Serikat Pekerja: UMK Rp. 1.605.002,-; Upah ' Minimum
Kelompok Il Rp. 1.861'.8039; Upah Minimum Kelompok | Rp.

1.990.203,-; memperoleh 3 suara;

J"alannYa rapat Dewan Pengupéhan IKabupaten Bekasi dan hasil
pemuhgutan suara tersebut di atas, seluruhnya tertuang dalam Notulen
Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tanggal 15 Nopember

2011;

Pengambilan Keputusan dengan cafa votipg tersebut di atas., secara
hukum adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Dewan
Pengupahan Kabupaten Bekasi Nomor 01/DEPEKAB tahun 201Q tanggal
24 Juni 2010 tentang IParubah’an Peratﬁran ‘Dewan Peng.upahan
Kabupaten Bekasi Nomor 18/DEPEKAB tahun 2009 tentang §ératuran
tata tertib Dewan Pengupahan Kabupgten Bekasi, yang menyatakan:----
(1) Pengambilan Keputusan dengan cara musyawa'rah untuk mufakat;----
(2) Dalam hal usaha» sebagaimana‘dimaksud padé ayat (1) tidék juga

tercapai kesepakatan setelah dilakukan 3 (tiga) kali rapat maka

keputusan ditetapkan berdasarkan pemungutan suara terbanyék;—-»-
(3) Keputusan sebagaimana dimaksudl pada ayat (2) a,‘dalah‘k'e:putusan

yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah
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suara yang diperoleh lebih dari 50 % + 1 dari jumiah .anggota

DEPEKAB yang menghadiri rapat;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak ‘seluruh dalil-dalil 'gugatan
Penggugat pada halaman 1,0‘ surat gugatannya tertanggal '20‘ besember
2011, yang intinya menyatakan bahwa objek g'ugata.n sepanjang mengenai
besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi' Tahun 2012, bertentangan
dengan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2) Undar‘lg-Undang“Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaénljo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Républik Indon'esia‘Nomor PER-01/MEN/1999 tehtahg Upah
Minimum jo. Keputusan Menteri Teﬁaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor KEP-226/ME.N/2000 tent'a'ng Perpbahan Pasa.l 1, .,Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Republik Ind‘onesia Nomor PER-01/MENI1'999 tentang Upah Minimum
jo. Pasal 6 Peraturan Mentefi Te‘nagafKerjé Republik Indonesia Nofnor PER-

01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

Dalil-dalil Penggugat tersebut ‘ﬁdak benar dan harus ditolak, karena
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/K§p.1540~8angsos/2011
tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa
Barat Tahun 2012, sama sekali tid’alj<l bertentangan déngan ketentuan Pasal
88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2 ) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 11 ayat (1) Pe(aturan Menteri Tenaga
Kerja,Repubulik Indonesia Nomor PER-O1IMEN/1999 teﬁtang Upah Minimum
io. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrési Republik Indonesia
Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3; Pasal 4,
Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tehtaﬁg Upah Minimum jo.
Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kérja'Repuink Indonesia Nomor PER-

01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, karena Tergugat dalam mgnerbitkan

il <
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keputusan tersebut telah sesuai ,de‘ngan' Ketentuan Pasal 89 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
menyatakan “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan Gubemur dengan mempér‘hatikan rekomendasi dari Dewan

Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Wa/ikota”;

Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Rekomendasi

BupatiNVafikota tersebut adalah:

1) Surat Dewan Pengupahah Provinsi Jawa Barat ' Nomor
13/DEPEPROV/XI/2011  tanggal 14 Nopember 2011 ;plerihal
Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun

2012;

2) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Nomor '
15/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 perihal
Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi VJawa,Barat UMK Tahun

2012;

3) Surat Dewan F’engupahan‘ Provinsi Jawa Barat. Nomor
18/DEPEPROV/X1/2011 tanggal 19 Népember 2011 périhal

Rekomendasi Dewan Pehgupéhan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun

2012;
4) Surat Dewan Pengubahan Provinsi Jawa Barat Nomor
19/DEPEPROV/X1/2011 tanggal . 21 Nopember 2011 perihal

Rekomendasi Dewan Pengupahan Pfovinsi Jawa Barat UMK Tahun

2012;

5) Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se Jawa Barat;——
Termasuk didalamnya rekomendasi dari Bupati Bekasi yang ditujukan kepada
Gubernur Jawa Barat, melalui suratnya Nomor 560/4335/Disnaker/X1/2011

tanggal 18 Noperaber 2011 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis
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Didalam rekomendasi tersebut ditetapka.n sebagai berikut: UM K‘abupaten
sebesar Rp. 1.491.866,00,-; Upah Minimum Kelompok | sebesar Rp.
1.849.913,84,-; Upah Minimum Kelompok Il sebesar Rp. 1. 715 645,90,-}-——
. Bahwa Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 20ﬁ1 Tentahg Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sama sekali tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang;undangan maupun dengan ésas-
asas umum pemerintahan yang baik, jUstru‘sebaliknya objek sengketa
tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya, yaitu
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tent!ang Ketenagakerjaan, | yang ‘ menyatakan “Upah  Minimum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) d)’tetapkan oleh Gubemur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Péngupahan Provinsi dan/atau

Bupati/Walikota”,

Selain hallitu, sesuai dengan amanat ketentﬁan tersebut di atas, keputﬁsan
Tergugat tersebut dikeluarkan Tergugat telah memperhatikan pula
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan
Kabupaten Bekasi/Rekomendasi B.upati‘ Bekasi )}ang ditujukan kepada
Gubernur Jawa Barat, melalui surainya Nomor 560/4335/Disnaker/Xl/2011
tanggal 16 Nopember 2011 perihal Rekbmendasi Penetapan Kelompok Jenis
Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMSK Kabupaten Bekasi ﬁ'ahun 2012, serta
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya
masyarakat pekerja yang didasarkan paaa Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
dengan mempertimbangkan produktivitas dan pértumbuhan ekonomi. Oleh
karena itu tindakan Tergugat mengelua,rkan'Keputusan Tergugat yang
menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukan perbuatah yang melawan

hukum, akén tetapi merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum;---------

78
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9. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengghgat lainnya yang tidak ada relevansinya

dengan Tergugat, mohon untuk dikesampingkan;

Berdasarkan apa yang telah terurai di atas, Tergugat mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;--—-—

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan Penggugat Dalam Penundaan;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat;

‘2. Menyatakan Gugatan Penggugat tértanggal 20 Desember 2011 tidak dapat
~diterima;

3. Menghukum Penggugat untuk merﬁbayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA; »
1. Menolak Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 untuk seluruhnya;-

2. Menghukum" Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timb,ul.dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, pih_ak Penggugat telah

menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat pada tanggal 16 Januari 2012, yang

pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

DALAM POKOK PENUNDAAN:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dalam Jawabannya bagian

*dalam penundaan”, kecuali yang diakuinya secara tegas;

3. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya halaman 2 bagian “Dalam P,enun'daan”
angka 1 secara tegas mengakuiv bahwa Keputusan Termohon ‘Kasasi
dikeluarkan untuk kepentingan umum, dalam rahgka pehing.katan
kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pekerja. Tergugat sama

sekali tidak mempertimbangkan kepentingan paré Pengusaha khususnyé para

Pengusaha di Kabupaten Bekasi, yang menjadl anggota Penggugat sisi
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DALAM EKSEPSI;
1

r

pertimbangannya hanya memihak kepad’a satu sisi keputusan, yaitu buruh,
tanpa memperhatikan kepentingan Pengusaha pada sisi lain, keberpihakan
seperti ini membuktikan objek sengketa adalah suatu keputusan yang tidak adil
dan merugikén para pengusaha, khusUsnya yang memperkerjakan buruh di
Kabupaten Bekasi, seharusnya Tergugat mempertimbangkan secara cermat
dengan memposisikan para pengusaha dengan para buruh pada posigi yang
seimbang. Setinggi apapun para buruh diposisikan dalam pemberian‘upéh, bila
tidak realable (tidak dapat diwujudkan) karena ketidakmampuan pengusaha
untuk membayarnya, akan berakibat kontra produktif terhadap tingkat
kesejahteraan buruh, karena pada akhirnya pengusaha menjadi bangkrut tidak
mampu untuk membayar. upah yang tinggi, yang pada akhirnya akan
mengganggu stabilitas dunia usaha, bahkaﬁ~dapat memicu perlselisihan“yang
berkepanjangan antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian‘ objek

sengketa harus diperintakan untuk ditunda pemberlakuannya;

Bahwa segala yang termuat dalam bagian “Dalam Penundaan” harap dianggap

telah termasuk dalam bagian ini;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Te{gugat di dalam Eksepsi, kecuali

yang diakuinya secara tegas;

Bahwa Tergugat Eksepsi mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung tidak bervienang memeriksa dan memutus perkara ini, karena objek

sengketa tidak bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan

yang tertuang dalam objek sengketa;
Bahwa dalil Tergugat tersebut tidak benar, karena Keputusan Tergugat

_te_{sebut sudah dibatasi berlakunya, terbukti objek sengketa mengatur

nilai/besaran upah buruh di Kabupaten Bekasi, sedéngkan-yang membaxa\ru
upah buruh tersebut adalah pengusahé di Kabupaten Bekasi. Justru vkejel'_asgn

lingkup berlakunya keputusan Tergugat itulah yang mengindividualisiz sifat
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objek sengketa tersebut, sehingga menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara
dan Pengadilan Tata Usaha Negara Ban‘dung berwenang -untuk memeriksa

perkara ini;

. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam Eksepsi yang menyatakan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan
memutus per'kara ini karena yang ‘bersangkutan belum menggunakan upaya
administratif, yaitu upaya penangguhan yang cliapat diajukan kepada Tergugat;-
Penégugat fnengajukan Permohonan Penundaa.n Pelaksanaan objek sengketa
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bukan karena alasan yang
dirhaksud 'dalamv Undang-Undang Nomor: 13 Tahun- 2003 tentang

Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (3), dan Peraturan Perundang-undangan

lainnya sebagaimana dimaksud Tergugat dalam Jawabannya halaman 6 angka

1 sampai dengan 5;
Bahwa penangguhan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 ayat (3) adalah penangguh:an‘t;-a.g'i
pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, yang dimaksudkan
untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah
minimum yang berlaku dalam kurun wéktu tertentu dan apabila penangguhan
tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanékan
upah minimum yang berlaku pada saat itu, sedangkan bagi perusahaan lain
yang tidak mengajukan permohonan penangguhan tetap harus melaksanakan
ketentuan upah minimum dan tidak mempermasalahkan keabsahah surat

keputusan yang menetapkan upah minimum dimaksud; -

Dengan demikian maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam
Eksepsi dapat menyesatkan dan mengaburkan permasalahan .yang

sebenarnya, karena Ekspesi Tergugat harus ditolak;

. Bahwa Penggugat menolak segala dalil dan dalih Tergugat yang menyatakan

Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukuml untuk
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mengajukan gugatan ini, dengan alasan dan pertanyaan sebagaimana dalam

jawaban Tergugat halaman 6 sampai dengan 7;

Bahwa terhadap alasan dan pertanyaan Tergugat, Penggugat' perlu
memberikan penjelasan bahwa Penggugat adalah organisasi yang dibentuk
dari dan oleh Pengusaha, merupakan salah satu sarana pei_aksanaan
hubungén industrial, yang didirikan vbe.rdasarkan hukum yang berlaku di
Indonesia, Yang fungsi dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga;'antara lain mewakili kepentingan dunia
usaha, khusﬁsnya di bidang ketenagakerjaén, termasuk merupakan sala'h satu
unsur yang harus ada dalam kelembaigaani yang bersifat tripartit, termasuk
Dewan Pengupahan, oleh ‘karena itu jelas Penggugat mempunyai kedudukan

hukum yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat;

DALAM POKO‘K PERKARA;

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

2. Bahwa semua uraién dalam bagién Eksepsi mohon dianggap tercantﬁﬁldalam
Pokok Perkara; o |

3. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat di'dalam jawabannya,
kecuali yang diakuinya secara tegas; |

4. Bahwa segala dalil dan dalih Tergugat hélarﬁan 7 sampai dengan halaman 13
hanya merupakan alasan pembenaran diri ianpa désar hukum apapun, oleh
karena itu Penggugat menolak segala dalil dan dalih tersebut, untuk ‘ke'mudian
mohon kepada Majelis Hakim yang :mem'eriklsa perkara ini untuk menilai
legalitas dari objek gugatan; l | ‘

5. Bahwa Penggugat tetap mohon kepada Majelis Hakim yang mem@riksa

perkara ini untuk menunda berlakunya objek gugatan sampai sengketa Tata

Usaha Negara ini memperoleh Putusan yang m‘empunyai kekuatan hukum

ppmm

,,,,,,

yang pasti; '
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Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka patutlah Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut;--—---—---

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

- M.enyatakan Pengédilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa

dan memutus perkara ini;

- Menyatakan Penggugat mempunyai legal standing/kedudukan hukum yang

sah sebagai Penggugat;

DALAM PENUNDAAN;

- Menyatakan Penetapan tentang Penangguhan pelaksanaén objek 'sengketa
tetap dipertahankan sampai dengan adanya putusan pengadilan. yang

berkekuatan hukum tetap mengabulkan gugatan Penggugat untuk selur(;hnya

sebagaimana dalam surat gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menghukum.Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik pada
tanggdl 31-11-2011 yan pada pokok memuat hal-hal sebagai berikut: ---------------
DALAM PENUNDAAN;

1. Bﬁhwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam

Repliknya tertanggél 16 Januari 2012, khususnya pada bagian “Dalam

Penundaan”, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pada bagian “Dalam Penundaan”, Tergugat tetap pada jawaban

tertanggal 11 Januari 2012, yaitu menolak permohonan Penggugat untuk

menunda objek sengketa, karena:
a. Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkaré"“iﬁif'

dikeluarkan Tergugat bukan untuk kepentingan Tergugat, akan tetapi untuk-

]
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kepentingan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyé_rakat,
khususnya masyarakat pekerja yang'dildasarkan kepada kebutuhan'hidup
léyak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi. Dikatakan khususnya pada masyarakat pekerja, karena faktanya
' yang menerima upah tersebut adalah para pekerja, namun tidak berarti

mengabaikan kepentingan Penggugat sebagai pihak pemberi kerja atau

sebaliknya lebih berpihak kepada para pekerja;
. Keputusan ini dikeluarkan Tergugat setelah memperhatikan dan
" mempertimbangkan pula rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa

Barat dan Rekomendasi 26 (dua puluh eném) Bupati/Walikota se'Jawa

Barat;
Karena itu, keputusan Tergugat ini sudah menyangkut kepentingan umum,
kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat, terutama
masyarakat pekerja yang mencaﬁ nafkah di Perusahaan-perusahaan,
sehingga pemberlakuan Keputusén Tergugat ini meﬁjédi dambaan yang

sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat‘ pekerja;

Oleh karena itu apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menunda
dilaksanakannya Keputusan Tergugét semata-mata hanya untuk memenuhi
kepentingan Penggugat belaka, yaitu DPK APINDO Kabupaten Bekasi,
akan tetapi mengabaikan kepentinéa_n para pekerja di Kabupaten Bekasi,
" maka .akan menyakiti perasahaan masyarakat pekerja di Jawa Barat,
khususnya masyarakat pekerja d'i Kabupaten Bekasi, karena kethusan
Tergugat ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pekerja yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan
~~ di bidang ketenagakerjaan, dan besarnya angka yang‘ditetapkan- dalam

objek sengketa sudah cukup mengakomodir dan memadukan serﬁua unsur

yang bersangkut paut dengan penetapan upah minimum;

i
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Selain hal itu, Tergugat telah menerima dan sedang mempertimbangkan
pula permohonan dari beberapa pérusahaan di Kabupaten Bekasi yang
meminta penangguhan Keputusan | Gubernur Jawé Barat Nomor
561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggél 21 Nopember 2011 tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, untuk ditetapkan
dalam Keputuan Gubernur Jawa Bérat, yaitu dari 14 Perusahaan

sebagaimana telah dikemukakan dala‘m'Jawaban Tergugat tertanggal 11

Januari 2012;
| Oleh karena itu Tergugat mohon sekali lagi, agar Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung menolak pennohoﬁan Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 20 Desember 2011 pada; halaman 13 yang' memohon
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk menunda pelaksénaan
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.‘|540-Bangso‘s/2011
tanggal 21 Nbpember 2011 tentang Upah Minimum.Kabupateh/Kota di
Jawa Barat tahun 2012, sepanjang mengenai “besaran Upah Minimum

Kabupaten Bekasi tahun 2012;

DALAM EKSEPSI;~
1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam

Repliknya tertanggal 16 Januari, khususnya pada bagian “Dalam Eksepsi”,

kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pada bagian “Dalam Eksepsi”, Tergugat tetap pada jawaban tertanggal
11 Januari 2012, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 'tidak

berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena;

a. Objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Jayva Barat
Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang
Upah Minimum Kabupaten/Kota vdi Jawa Barat Tahun’2012, sepanjang
mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, .tidak

bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan yang térfuang
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dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum, artinya
objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat
diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebégaima diméksud
dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
(Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 jo; Undang‘-Undang Nomor 9 Tahun
2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), akan tetapi rﬁérupakan
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat
umum sebagalmana dimaksud Pasal 2 haruf b Undang Undang Peradllan
Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jO. Ungiang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-gUndang Nomor 51 Tahun 2009);

. Bahwa objek sengketa.dalam .perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor £61/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopem"ber 2011
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, adalah
sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 123/G/2008/PTUN-
Bdg, yaitu Keputusan Gubernur Jawam éarat Nomor 561/Kep.684-

Bangsos/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Upah Minimum

Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009;
Perkara Nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg tersebut yaitu perkara gu.gatan
antara Dewan Pengurus Kabupateq Asosiasi Y'Pengusaha Indonesia (DPK
APINDO) Kabupaten Karawang melawan. Gubernur Jawa Barat, yang telah
diputus PTUN Bandung, dengan f’enetapan Nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg
tertanggal 12 Januari 2009. Pertihbangan hukum Penetapan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg tertanggal 12
Januari 2009, dalam perkara antara Dewan Pengurus Kabupateh Asosiasi
Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) -Kabupaten Karawang melawan
Gubernur Jawé Barat, antara lain menyatakan: “Menimbang, bahwa
berdasarkan pedimbangan—pedihbangan tersebut di atas, maka ;sesuai

dengan. ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 huruf b Unda

g Undang
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Nomor 9 Tahun 2004 tentang'Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata
Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan
memutuskan sengketa ini, karena Surat Keputusan yang menjadi objek
sengketa ini tidak bersifat individual, belum final serta pengaturannya masih
bersifat umum, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat

diterima”:

Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tertanggal

20 Desember 2011 tidak dapat diterima;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negéra- Bandung tidak berwenang memeriksa
dan memutué perkara ini, karena sesya‘i dengan ketentuan Pasal 48 Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

jo. Undang-Undang‘ Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009), pengadilan baru berwenang me,rﬁ"ériksa, memutus, dan rheyelesaikan
sengketa ini, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah
digunakan. Adapun alasan yang dapat dikemukakan Tergugat sébagai

berikut;

a. Bahwa objek Sengketa dalam pérkara. ini sebagaimana dikemukakan
Penggugat dalam surat gugatalnnya tertanggal 20 Desémber 2011, jadalah
keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barét .Nomor
561/Kep.1540-Bangsos/2011 tangvgal 21 Nopember 2011 tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sepanjang méngenai '
besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, artinya upah
minimum Kabupaten Bekasi sebesar yang ditetapkan- dalarﬁ lampiran

keputusan Tergugat, yaitu:

1) Upah Minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.491.866,00,-;-------——--

2) Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok | Rp. 1.849.913,84,-;-—----—

Halaman 48 dari 123 Putusan Perkara 128/G/20 {2 TUNBEE

i

Penetapan Upah..., Rudolf Chaerul Bawotang, Fakultas Hukum 2012



3) Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok !l Rp. 1.715.645,90,-;------—-
. Diktum Keempat Keputusan Tergugat tersebut diatas .menyatakan, bahwa
“terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah
Minimum Kabupaten/Kota dapat_mengéjukan penangguhan Upah Minimum
kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya

Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut;

1) Selama permohonan penangguhan m’ésih dalam pfoses penyelesaian,
perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima

pekerja;

2) Dalam hal permohonan penangguhavn ditolak, pengusaha diwajibkan
membayar upah kepada pekerja sebésar Upah Minimum sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kedua, terhitu‘ng mulai‘ tanggal 1 Januari 2011;

dan;

3) Dalam hal permohonan penéh'ggu:han di;etujui, pen'gus‘aha diwéiibkan

membayar upah sesuai dengan y:ang tercantum dalam persetujuan;——--
Faktanya bahwa upaya adminjstrat?f tersebut ti_dak pernah dilakukan oleh
Penggugat. Penggugat selama ini belum pernah mengajukan permohonan

penangguhan kepada Tergugat terhadap objek sengketa yang ditetapkan

oleh Tergugat;
Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa gugatan Penggugat ‘brematur,
sebalikya Pengadilan Tata Usaha Negara Béndung belum berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini,' sepanjang pihak
~ Penggugat belum menempuh ' seluruh upaya administratif sebagaimané
diamanatkan oleh ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan. Tata
Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahuﬁ 1986 jo. Undang-Urjdang
Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun‘2009);-- ----------
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Fakta Lain menerangkan bahwa, benangguhan terhadap Keputusan

Tergugat yang menjadi objek sengketa ini diajukaﬁ langsung oleh beberapa

perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat

dan bukan oleh DPD APINDO yangl menjadi‘Penggugat dalam perkara ini.

Perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebut seluruhnya sebényak

14 perusahaan sebagaimana 'telah dikemukan dalam jawaban Tergugat

tanggal 11 Januari 2012. Bahwa penangéuhan terhadap objek sengkéta ini

memang dimungkinkan dan ditegaskan pula dalam beberapa ketentuan,

sebagai berikut;

1)

2)

3)

4)

Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang N.omor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyatakan: “Bagi Pengusaha yang tidak mampu
membayar upah minimum dapat di/akUkan‘penangguhan";----—----—f ------
Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor Kep-231/MEN/2003 tenténg‘ ‘Tata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Mihi;nﬁm, menyatakan: Dalam hal péngusaha' tidak

mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan

penangguhan pelaksanaan upah minimum;
Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan
Penangguhan Pelaksanaan Upéh Mir_\imum; menyatakan: “Permohonan
penangguhan pelaksanaan upah minimum digjukan oleh pengusaha
kepada Gubemur melalui insfansi yang bertanggung jawab dibidang

ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal

berlakunya upah minimum®,
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Tenagé Kerja Republik Indonesia

Nomor PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Upah Minfmum, yang

menyatakan “Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketepttran-
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengajukan

penangguhan pelaksanaan upah minimum”;

5) Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik indonesia
Nomor PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 tenténg Upah Minimum, yang
menyatakan “Permohonan penangguhan upah minimum diajukan Io/eh
pengusaha paling lambat 10 (sepuluh) han sebelum berlakunya

ketetapan upah minimum’,

Oleh karena itu sebelum gugavt'an ini diajukan, seharusnya Penggugat
menempuh upaya penangguhan Upah Minimum terlebih dahulu kepada
Tergugat. Karena itu pula Tergugat mdhon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mémutus perkara ini untuk menyatakan gugatan
Penggugat tertanggal 20 Desembef 2011 tidak dapat diterima;-------------

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai wewenang kapasitas atau kedudukan
hukum untuk mengéjukan gugatan iniv, karena Pengg;ugat.bukan penguéaha,
akan tetapi Asosiasi Pengu;éﬁa, dengan alasan sebagai berikut.:-------------. -----
a. Bahwa yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukﬁm sé;:ara
langsung dengan upah atau | pékerja/buruh adalah “pengusaha’ étau
pemberi kerja" dan bukan Asosiasi Pengusaha. Hal ini selaraé dengan
pengertian upah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 36 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, vyang
menyatakan: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan darj pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekena/buruh yang aitetapkén dan dibayar menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau pemt'u;ran' perundang-undangan,

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh “dan keluarganya atas suatu

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”,

b. Kedudukan hukum Penggugat tidak jelas dan bukan Badan Hukum vy Bg=we,

mempunyai ikatan hukum atau "perjanjian kerja secara langsung
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pekerja/buruh yang menerima upalh. ‘Bahkan dalam surat gugatan
tertanggal 20 Desember 2011, Penggugat dalam hal ini Dewan Pengurus
Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten
Bekasi, tidak menjelaskan status hukum dari DPK-IAPIND,O. Apakah
berkedudukan sebagai badan hukum atau bukan? Hal ini penting ‘untuk
diketahui dan dipersoalkan, karena sesuai dengan Pasal 1 ahgka 4
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang |
Nomor 51 Tahun 2009), hanya orang cvia‘n’ Badan Hukum Perdata 'sajé yang
dapat mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
Karena itu, Tergugat mohon kep'ad‘a“Ma;jelis Hakim yang meme.rik‘s.'a dan
memutu.sv perkara ini untuk menyata%kan, gugatanl Penggugat terténggal 20
Desember 2011 harus dinyatakan .tidak'dapat diterima (Niet ontvanklijke
verklaard); ‘

Berdasarkan uraian tersebut‘ diatas, 'Tergugat mohon dengan segala
kerendahan hati, sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan menyatakan, gugatan F:enggugat
tertanggal 20 Desember 2011 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke
verklaard); ‘

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya
tertanggal 16 Januari 2012 maupun dalam gugatannya tertanggal 20
Desember 2011, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh

Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukan dalam Eksep‘si, mohon agar dianggap

termuat pula dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan;
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3. Bahwa pada bagiar. “pokok perkara”; Tergugat tetap pada jawéban teftanggal
11 Januari 2012, dfmana objek sengketa dalam perkara i_hi, yaitu Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomorl 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21
Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun
2012, sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun
2012, tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan,
justru objek sengketa‘tersebut dikeluarkan Tergugat telah sesua;i dengan
kewenangan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang rﬁenyatakan “Upah
minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubemur
d4.=3ngan| memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi
dan/atau Bupati/Walikota”. Rekomendasi Dewén Pengupahan Prpvinsi
dan/atau Rekomendasi Bupati/Walikota tersebut adalah sebagai berikut:-—--—----
a. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat | Nomor
13/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal Rekomendasi
Dewan Pengupahan Provinsi Jawé Barat UMK Tahun 2012;----—-----—- S
b. Surat Dewan Pengupahan.  Provinsi Jawa Barat Nomor
15/DEPEPROV/X1/2011 tanggal 17 Nopember 2011 herihal Rekomendasi
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;—----------------
c. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor
18/DEPEPROV/XI1/2011 tanggal 19 Nopember 2011 perihal Rekomendasi

Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;

d. Surat Dewari Pengupahan Provinsi Jawa  Barat Nomor

19/DEPEPROV/X1/2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal Rekomendasi

Dewan Pengupzhan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;

e. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se Jawa Barat;-----———-

Termasuk didalaninya rekomendasi dari Bupati Bekasi ya'ng ditujukan kepada

Gubernur Jawa Barat, melalui suratnya Nomor 560/4335/Disnaker/Xl/2011
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tanggal 16 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis
Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2012,

Didalam rekomendasi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

a. UM Kabupaten sebesar Rp. 1.491.866,00,-;

b. Upah Minimum Kelompok | sebesar Rp. 1.849.913,84,-;

¢. Upah Minimum Kelompok Il sebesar Rp.;1.715.645,90,-;

Nilai upah minimum Kabupaten Be}gasi tersebut di atas masih jauh dibawah
nilai yang diusulkan oleh serikat pekerja. Nilai upah tersebut ‘sematal-mata
untuk memenuhi nilai kehidupan layak (KHL) sebesar Rp. 1.356.242,26,-,
sementara Upah Minimum Kabupaten yang diusulkan Penggugat (DPK
APINDO Kabupaten Bekasi) sebesar Rp. 1.324.778,-, artinya masih dibawah
nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sébesar Rp. 1.356.242,36,-,;--—-—------;----—
Keputusan Tergugat tersebut di atas, samaj‘sekali tidak bertentangan dengan
ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang‘-Undéng Nomor 13 Tahunl 2033, yang
berbunyi: “pemerintah menetapkah upah minimum sebagaimana dir_néksud
dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dén dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”, karena:----------—---
a. Dalam henguéulkan UMK Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten‘Bekasi |
telah mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak dan telah
memperhatikan pula produktivitas dan.pertumbuhan ekonomi, antara lain:
investasi yang cenderung positif; pényerapan tenaga kerja dari tahun
2009 sampai dengan 2010 mengéla'mi kenaikan; sebagaimana data BPS
Kabupaten Bekasi yang telah disampaikan éebelurﬁnya bahwa LPE
Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan;
upah di Kota Bekasi menjadi perﬁmbangan; adapun untuk upah kelc;mpok
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2009

bahwa dimungkinkan untuk menetapkan minimal 5% di atas UMK;-—-------
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b. Melampaui nilai kebutuhan hidub layak (KHL) tidak berarti atau tidak
menjadikan Keputusan Tergugat menjadi bertentangan dengan ketentuan
Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang pénting
upah minimum tersebut tidak di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL)
sebesar Rp. 1.356.242,36,-; ' '

4. Bahwa Kepdtusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011
tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Koté di Jawa
Barat Tahun 2012, dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya,
yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan. oleh Gubemur dengan
memperhatikan rekomendasi dani Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau

Bupati/Walikota”,

5. Bahwa dilampauinya nilai kehidupan hidup léyak (KHL) tidak berarti atau tidak
menjadikan keputusan Tergugat menjadi bertentangan dengan ketentuan
Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang penting upah
minimum tersebut tidak berada dibaWah nilai kehidupan Iayak (KHL) sebesar
Rp. 1.356.242.36,-. Lagi pula ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003, sama sekali tidak melarang upah minimum melampaui

nilai kehidupan layak (KHL);
6. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor '561/Kep.1540-Bangsos/2011
tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa
Barat Tahun 2012, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 11
ayat (1) Peraturan Men'téri Tenaga Kerja'Repuink Indonesia Nomor PER-
O1/MEN/1999, yang berbunyi: “Usulan penetapan UMSR Tk.I dan UMSR Tk.ll

dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja”,

maupun dengan Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja /ci/an_
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“selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubemur dapat
menetapkan upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi) atau 'Upah
Minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/UMS Kota) atas
kesekatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/sen’ka; buruh)’,
karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang;Undang‘ Nomor 13 tahun 2003, yaitu telah
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau

Bupati Bekasi, sebagaimana telah dikemukakan pada angka 5 tersebut di

atas;
. Bahwa Kep;.ltusan'Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tersebut mémang
benar ditentukan berdasarkan suara terbanyak/voting, dikarenakan tidak
tercapainya kata sepakat diantara anggota Dewan‘ Pengupahan Kabupaten
B'ekasi,: sehingga pengambilan keputusén dilakukan dengan cara voting,
namun pihak Penggugat (DPK APINDO) melakukan walk out pada pukul. 02.55

"WIB.:

. Bahwa tindékan Penggugat melakukan walk out tersebut, t;ukan untuk pertama
kalinya, akan tetapi pernah dilakukan pula pada waktu-waktu sebelumnya,
sehingga tidak mungkin keputusan diambill dengan cara musyawarah mufakat.
Perlu pula diketahui, bahwa yang menjadi objek voting tersebut bukan hanya
upah minimum yang ditetapkan pemerintah saja, akan tetapi meliputi pula upah
yang diusulkan oleh DPK APINDO dan. Serikat Pekerja. Jurﬁlah peserta rapat
pada saat itu sebényak 27 orang Uhsur DPK APINDO Walk out sebanyak 7
orang, unsur pemerintah 1 orang sakit tidak mengikuti pemungutan.‘. suara
karena sakit. Jumlah peserta rapat pada saat pengambilan suara terbanyak
sebanyak 19 orang, dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:———--—---- _
a. Usulan Pemerintah: UMK Rp. 1.491.866,} : Upah Minimum Kelompok Il Rp.
1.715.645,90,-; Upah Minimum Kelompok | Rp. 1.8‘}9.913,84,-; mem%lgh,
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b. Usulan DPK APINDO: UMK Rp, 1.324.778,-; Upah Minimum Kelompok II

Rp. 1.417.511,-; Upah Minimum Kelompok | Rp. 1.456.328,- memperoleh 0

Suara;
c. Usulan Serikat Pekerja: UMK Rp. 1.605.002,-; Upah Minimum Kelompok |l
" Rp. 1.861.803,-; Upah Minimum Kelompok | Rp. 1.990.203,-; memperoleh 3

suara;

Jalannya rapat Dewan Pengupahan Kabupéten Bekasi dan hasil pemungutan
suara tersebut di atas, seluruhnya tértuahg dalam Notulen Rapat Dewan
Pengupahan Kabupaten Bekasi tahggal 15 Nopember 2011. Pengémbilan
Keputusan ‘dengan cara voting tersebut di atas, secara hukum adalah sah
sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Dewan Pengupahan KabUpaten
Bekasi Nomor 01/DEPEKAB tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 ,téntang
Perubahan Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi ‘Nomor
18/DEPEKAB tahun 2009 tentang peraturan tata tertib Dewan Pelngupahan

Kabupaten Bekasi, yang menyatakan:

(1) Pengambilan Keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat; —------—--
(2) Dalam hal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga tercapai

kesepakatan setelah dilakukan 3 (tiga) kali rapat maka keputusan

ditetapkan berdasarkan pemungutan suara terbanyak;
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keputusan yang
ditetapkan berdasarkan pemungutan suaradengan jumlah suarév yang
diperoleh lebih dari 50 % + 1 déri‘jumlah anggota DEPEKAB yang

menghadiri rapat;

Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep41540-
Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum

Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sama sekali tidak bertentangan

dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan /Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketgnagakerjaan jo. Pasal 11 ayat: (1)
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-
01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenéga Kerja
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP/226/MEN/2000 tentang
Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21
Peraturan Me'nteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-
01/MEN/1999 tentang Upah Minimum,: jo. Pasal 6 Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER—O1/MEN/_1 999 tentang Upah

Minimum, karena:

b. Tergugat dalam menerbitkanlkeputusa'n tersebut telah sesuai d'engan
ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undahgl-Undahg Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan “Upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubemur dengan mempemétikan

rekomendasi darni Dewan Pehgupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”;--

c. Telah sesuai dengan asas bertindak cermat dan asas kepastian hukum,
dimana 6bjek sengkéta ini diterbitkan Penggugat setelah memperhatikan
rekomendasi Dewan Pengupahan dan Rekomendasi Bupati, dan untuk

memperoleh kejelasan mengenai besarnya upah minimum Tahun 2012;---—-

9. Bahwa Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal ‘21 Nopember 2011 tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Béraft ‘Tahun 2012, sama sekali tidak
bertentangan dengan Peraturan Pe_rgnd.ang-undangan maupun asas-asas
umum pemerintahan yang baik, justru sebaliknya objek sengketa tersebut
dikeluarkan oleh Tergugat sesuai ‘dengan ‘kewenangannya, yaitu sesuai
dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undar{g-Undang Nomor 13 Ta'hun‘2003
tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan “Upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dleh Gubemur dengan memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/WaIikofa'ﬁ-‘-'—-é-
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Selain hal itu, sesuai dengan amanét ketentuan tersebut di atas, keputusan
Tergugat tersebut dikeluarkan Tergugat telah memperhatikan‘ pula
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan
Kabupaten/Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, melalui
suratnya Nomor 560/4335/Disnaker/X1/2011 tanggal 16 Nopember 2011
perihal Rekomendasi Penetapan. Kelompok Jenis Usaha dan besaran nilai
UMK/UMSK ‘Kabupaten Bekasi tahun 2012, serta dalam rangka pe_ningkatan
kesejahteraan masyarakat, khususnya‘ masyarékat pekerja yang didaéarkan
kepada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi. Oleh‘kare‘r‘\a litu tindakan Tergugat men'geluarkan
Keputusan Tergugat yang menjadi ‘objek sengketa dalam perkara ‘ini bukan

perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi merupakan perbuatan yang

sesuai dengan hukum;

10.Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainn'ya, baik yang dituangkan dalam

gugatén maupun replilknya yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat,

mohon untuk dikesampingkan;

Berdasarkan apa yang telah terurai di atas, Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;---------

DALAM PENUNDAAN;

DALAM EKSEPSI;

1

Menolak permohonan Penggugat Dalam Penundaan;

Menerima eksepsi Tergugat,

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 tidak dapat

diterima;

3. Menghukum Penggugat untuk membayér biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;
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DALAM POKOK PERKARA;
1. Menolak gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 untuk seluruhnya;--

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat Il Intervensi juga

telah mengajukan Jawaban dan Duplik tertanggal 19 Januari 2012 yang pada

pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

l. DALAM JAWABAN;
DALAM PENUNDAAN:

1. Bahwa Tergugat Il Intervensi dengan tegas menolak permohonan
penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek

gugatan dalam perkara a quo dengan alasan:

a. Bahwa Upah Minimum memiliki kédudukan yang sangat penting bagi
masyarakat pekerja/buruh karena ketentuan 'upah minimum menjadi
landasan bagi besaran upah yang akan dite}ima oleh pekerja/bUruh pada
tahun yang bersangkutan. BahWé meskipun penerima upah adalah
hanya para pekerja/bu.ruh. akan  tetapi sebégaimana disebut dalam
Undang-Undang Nomor 13'TahUn 2003 Pésal 1 ayat 30 Bahwa- yang
dimaksud dengan upah adalah: “hak: pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk Liang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakétan, atau Peraturan Perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas
suatu ,pekerjé dan/atau jasa yang telah atau akan dilgkukan;--—-----—, ------
Dengan demikian apa yang menjadi kepentingan pekerja/buruh

merupakan kepentingan keluarganya yang berarti menyangkut

kepentingan masyarakat umum;
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b. Bahwa oleh karena Surat Keputusén Gubernur Provinsi Jawa Barat
Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang
Upah Minimum di Kabupaten dan' Kota di Jawa Barat svepa"njang
mengenai besaran Upah Minimﬁm di Kabupaten Bekasi tahun 20f2 yang
menjadi objek gugatan dalam perkara a. quo ‘merupakén Surat
Keputusan Tata Usaha Negara untuk kepentingan umum vyaitu
kepentingan seluruh pekerja/buruh di Kabupaten Bekasi sehingga
apabila keputusan tata usaha negaré tersebut ditunda pelaksanaannya
sudah dapat dipastikan sangat merugikan kepentingan_ seluruh
pekerja/buruh dan keluarganya di Kabupaten Bekasi, dengan demikian
menurut ketentuan Pésal 67 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5
Tahun, 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan
penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat harusla.h tidak dikabulkan

atau ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana
terurai di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh

Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk

mengadili perkara a quo. Didasarkan pada alasan;,

- Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang;Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Unaang Nomor 5 Tahun 1986 yang
bunyinya sama dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor § Tahun
1986 yaitu “Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha hegara yang berisi

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peratuy t\\\

Ve
P
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final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata”;

Dalam penjelasannya berbunyi “bahwa yang dimak#ud bersifat individual
artinya 'Kepthusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk Qmum,
tetapi tertentu baik alamat maupun hal y'ang dituju, kalau yang dituju lebih
dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.
Umpamanya, keputusan tentang pémpuatan atau pelebaran jalén dengan
lampiran yang menyebutkan na’ma—néma orang yang terkena keputusan

tersebut”;

- Bahwa dalam kenyataanya, | Surat Keputusan . Gubernur Nomor
561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupatenlkota di
Jawa Barat Tahun 2012 tanggal 21 Nopember 2011 sepanjang mengenai
upah minimum Kabupaten Bekasi. tidak menunjuk afau ditujukan kepada
seseorang atau badan hukum perdata tertentu sebagaimana diéyératkan
oleh Undang-Undang, dengan demikian Képutusan Tata Usaha Negara

yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Keputusan

Tata Usaha Negara bersifat umum;
- Bahwa oleh karena objek gugatan a quo rﬁerupakan Keputusén Tata
Usaha Negara yang bersifat umum, maka Keputusan Tata Usaﬁa Negara
yang menjadi objek sengketa dalam perkara a duo masuk dalam
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangvP‘eradilan Tata Usaha Negar_é yang
berbunyi: “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata staha

Negara menurut Undang-Undang ini : b. Keputusan Tata Usaha Negara

yang merupakan peraturan yang bersifat umum”;
- Bahwa dalam perkara dengan objek s‘engkéta yang sejenis yaitu: Surat
Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 456 Tahun 2009

e R
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tentang‘ Penetapan Upah Minimufn‘ Kota Batam tahun 2010 dengan
registrasi perkara Nomor 61/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 4 Mei 2010
dalam amar putusannya: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara' Pekan Baru Nomor 66/G/2009/PTUN-PBR tanggal 20 Januari
2010, putusan mana didasarkan pada pertimbangan hukLIJm sebagai

berikut:

“Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam pgmara ini
adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 456 tahun 2009

tanggal 07 Desember 2009 tentang penetapan upah minimum ko,ta' (UMK)

Batam tahun 2010%
“Menimbang, @ bahwa  Majelis  Hakim tingkat pertama }te/ah
mempe}timbangkan bahwa objek sengketa adalah termasuk - dalam
pengertian Képutusan Tata Usaha Negéra délam.Pasal 1 butir 3. Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 yahg merubah Undang;Undang qunor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 'Negara, akan tefapi Maje/is
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sepenaapat
dengan pertimbangan Majeli§ Hakim tingkat pertama tersebuf dengan

alasan dan pertimbangans sebagai benkut";

“Menimbang, bahwa objek sengketa tidak ditujukan temadap buruh tertentu
atau oréng tertentu, tetapi adalah penetapan upah minimum kota (UMK)
Batam tahun 2010 yang beriakq merupakan ketentuan Upah Minimum bagi
seluruh buruh/karyawan yang ada ‘padé wilayah Kota Bétam;-— -------- -
“Menimbang, hahwa dengan demikian . Majélis‘ Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan memandang obfek sengketa yéitu Keputusan
Tergugat/Pembanding Nomor 456 Tahun 2009 tanggal 07 Desember 2009
adalah Keputusan Tata Usaha Negéra yang masuk dalam pengecualian
dimaksud pasal 2 haruf b Undang-Undang Nomor §1 Tahun 2009 tenjang\

Perubahan Kedua atas Undang-Undahg Nomor § Tahun 1986 tentang - A
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Peradilan Tata Usaha Negara yang berbuinyi: “tidak tennésuk pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang akan tetapi
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan peraturan yang bersifat

umum”;

“Maka, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Taia Usaha Negara Medan
berkesimpulan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak

diterima. .'"

“Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru Nomor
66/G/2009/PTUN-PBR tanggal 20 Januan 2010 tidak dapat dipertahankan
tetapi harus dibatalkan dan mengadili sendiri pada tingkat banding,-———--===---
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Tergugat Il
Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

perkara ini untuk menyatakan bahwa Pengadilén Tata Usaha Negara

Bandung tidék berwenang untuk méngadili perakara a quo;

2. Tentang Kedudukan/legal standing Penggugat;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 10.,Undang-Undari19 Nomor 51
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
berbunyi: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaha
Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejabat tata usaha negara, béik dipusat maupun di daerah, sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan pératuran perundang-undangan yang
berlaku”. Sehingga orang ‘at'au badan hukum perdata yang:&apat
bertindak se'bagai Penggugat adalah seseorang atau bacjaﬁ Hukum

perdata yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang berarti

2
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seseorang atau badan hukum tersebut tercantum didalam Keputusan

Tata Usaha Negara tersebut;

- Bahwa dalam kenyataannya, Surat Keputusan Gubernur Nomor
561/Kep.1540-Bangsos/2012 tanggal 21 Nopember 2011 tidak
menyebutkan nama Penggugat mahpun lembaga Penggug.at‘secara

khusus;

Dengan derﬁikian, Penggugat'tidak memiliki kedqdukan hukum untuk
mengajukan gugatan Tata Usaha Neéara yang menjadi objek gugatan a
quo karena Penggugat bukanlah olran'g atau badan hukum perdata yang
dituju atau menerima akibat hukum' secara langsung dari keputusan

tersebut;

3. Tentang gugatan kabur (Obscuur Iibel);

a. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan tidak cermat sehingga tidak

jelas;
- Bahwa pada gugatan Penggugat angka 9 (halaman 5) mengévmukan;
bahwa rapat dalam rangka penetapan UMK dimaksud dalam angka 5 di
atas tidak méncapai kata sepakat. Unsur SP/SB mengusulkan
penetapan nilai UMK tahun 2012..dilaksanakan melalui mekanisme
Pemungutan Suara Terbanyak/Voting berdasarkan Pasal 31 Tata Tertib
DEPEKAB Bekasi, akan tetapi padé angka 5 Penggugat menyétakan:
béhwa berdasarkan hasil survey. harga seluruh komponéh KHL
Kabupaten Bekasi tahun 2011, maka pada ,tanggél 26 Oktbber 2011
DEPEKAB Bekasi bermusyawarah dan menyepakati nilai kebutuhan
hidup layak (KHL) tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.356.242.36 (satu

juta tiga lima puluh enam ribu dua rétus empat puluh dua rupiah dan tiga

puluh enam sen);
- Pada angka 12 halaman 6, Penggugat menyatakan . - bahwa -,

berdasarkan hasil voting dimaksud dalam butir 8 di atas, au‘pati Tl
o

\ ft (Y V] L
\ TTSOOrO)
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Bahwa permohonan Penggugat sungguh tidak beralasan, karena tidak

jelas dasar yang digunakan oleh Penggugat untuk menetapkan angka-

angka tersebut (mohon periksa posita gugatan). Berbeda dengan

usulan serikat pekerja - yang didasarkan pada perhitungan

(sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat angka 7 halaman

4);

a.

Inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2011 sebesar

2,85%;

Prediksi inflasi bulan November-Desember 2011 sebesar 1%;---—-

Prediksi inflasi tahun 2012 sebesar 5,3%;

Penetapan upah minimﬁm merﬁperhatikan inflasi berjalan;———;----
Adanya perbaikan taraf hidup bagi pekefja (15,6%);--------- s
Rumus alternatif UMK | 5012=Umk2011(1+3,85%+15,6%)=
1.604.810,-;

Rumus yang diusulkan .‘secara resmi: UMK 2012=UMK
2011+(%LPE+%Laju Produktivitas + % Pencapaian KHL) X KHL

2011, dengan demikian UMK tahun 2012 = 1.605.002,-----—---—--

Demikian juga usulan Pemerintah didasarkan pada perhitungan

(sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat point 8 halaman

4-5).
a.

b.

Investasi yang cenderung pdsiiif;

Penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2010

mengalami kenaikan;

Sebagaimana data BPS  Kabupaten Bekasi yang telah

disampaikan sebelumnya bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada

tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan;
|

Upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan;
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e. Adapun untuk Upah kelompok sebagaimana ditentukan dalam
Permen 01 Tahun 1999 bahwa dimungkinkah untuk menetapkan

minimal 5% diatas UMK;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, maka' gugatan

Penggugat haruslah ditolak atau setldak-tldaknya tidak dapat diterima (nlet

ontvanklyk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA,;

1. Bahwa Tergugat |l Intervensi dengan tegas menolak selufuh dalil dan ‘dalih
Penggugat dalam gugatan tertanggal 20 Desember 2011 kecuali terhadap

dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I lnterven5|

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon secara m‘gtatis

mutandis dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dehgan

pokok perkara;

3. Bahwa Tergugat Il Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil ‘gug'atan
Penggugat pada butir 5 halaman 3, dan paragraf 2 halaman 8 gugatan, yang
pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 DEPEKAB
Bekasi bermusyawarah dan menyepakati nillai kebutuhan hidup layak (KHL)

tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.356.242,36.;

Penolakan Tergugét Il Intervensi didasfarkanv pada fakta bahwa nilai "KHL
sebesar Rp. 1.356.242,36 didapat dari hasil suNey 45 komponén KHL yang
disepakati ditambah dengan nilai koméonen transport sesuai usulan unsur
Pemerintah‘ sebesar Rp. 7.925,- yéng ditetapkan berdasarkah hasil
pemungutan suara terbanyak (voting) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali

dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Bekasi pada tanggal

21 Oktober 2011 dan tanggal 26 Oktober 2011;

Hal ini sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana yang tertuang dalam notulen

Py

rapat sebagai berikut:
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* Bahwa rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi (DEPEKAB'Bekasi)
membahas hasil survey 46 komponen KHL untuk menetapkan nilai KHL
Kabupaten Bekasi tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 12, 19 dan
21 Oktober 2011 khusus mengénai nilai transport setelah dilakukan
musyawarah ternyata tidak mencapai katé sepakat karena masing-maéing

pihak tetap bersikukuh pada usulannya masing-masing yaitu:-------------------
- Unsur SP mengusulkan nilai tranéport sebesar Rp. 7.950,-}--nmmmemmx
- Unsur APINDO mengusulkan nﬁai transport sebesar Rp. 7.900,-;--;——
- Unsur Pemerintah mengusulkan nilai transport sebesar Rp. 7.925,----

» Bahwa rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 21 Oktober 2011 membahas nilai
transport yang dihadiri oleh angg;)ta DEPEKAB Bekasi sebanyak 24 Orang,
dalam rapat pleno maupun lobby antara ‘unsur APINDO dan unsur. SP/SB
tidak mencapai kata sepakat, dan oleh karena rapat bembahasan KHL
telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata tidak tercabai kata sepékat,
maka sesuai dengan ketentuan Pésal 31 ayat 2 tata tertib DEPEKAB
Bekasi No. 01/DEPEKAB tahun 2010 yang berbunyi: “ tidak juga tercapai
kesepakatan setelah dilakukan 3 (ﬁgi’i) kali rapat maka kébutdsan
ditetapkan berdasarkan-pemqngutan‘ $Uar§ ted_:ényak", nilai transport dalam
KHL Kabupaten Bekasi tahun 2011 ditetapkan deﬁgan cara pemunggtan

suara terbanyak (voting) terhadab usuian seluruh unsur DEPEKAB Bekasi;-

Adapun hasil pemungutan suara terbanyak (voting) sebagai berikut:—---—---

t

- Usulan Pemerintah sebanyak 11 suara;

i

- Usulan SP/SB sebanyak 7 suara;

- Usulan APINDO sebanyak 6 suara;

Menurut ketentuan Pasal 31 ayat 3 Tata Tertib DEPEKAB Bekasi tahun

2010 yang berbunyi: “Keputusah sebagéimana dimaksud dalam ayét (,g),,:,w\
adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan . \\\ﬁ

v
P

B
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suara yang diperoleh lebih dari 50% + 1 ‘dari anggota DEPEKAB yang
hadir’, sedangkan hasil voting tidak ada yang memperoleh suara mayoritas
(50%+1), maka dilakukan pemungutan suara yang kedua kalinya terhadap
hasil pemungutan suara yang kalinya terhadap hasil pemungutan suara

yaitu suara terbanyak pertama dan kedua dengan hasil voting sebagai

berikut:

- Usulan Pemerintah sebanyak 11 suara;

- Usulan SP/SB sebanyak 6 suara;

- Abstain sebanyak 7 suara;

* Oleh karena dalam pemungutan suara terbanyak (voting) yang kedua
ternyata tidak juga menghasilkan usulan yang memperoleh suara
mayoritas, maka dalam rapat selanjutnya yang dilakukan pada tanggal 26
Oktober 2011 yang dihadiri oleh 28 Qrang anggota DEPEKAB Bekasi
dilakukan pemungutan suara terbanyak yang ketiga kalinya terhadap
usulan ketiga Qnsur DEPEKAB Bek'asi, dengan hasil pemungutan suara

sebagai berikut:

- Usulan Pemerintah sebanyak 18 suara;

- Usulan SP/SB sebanyak 3 suara;

- Usulan APINDO sebanyak 7 suara;-

= Bahwa berdasarkan hasil voting térsebqt, maka ditetapkan nilai t(ahsport
sesuai dengan usulan pemerintah yaitu sebesar Rp. 7.925,- sehingga KHL
Kabupaten B.ekasi bulan Okfober 2011 ditetapkan sebesar Rp.
1.342.814.22,- kemudian dita'mb‘ah -prediksi inflasi sampai -deﬁgan
Desember 2011 sebesar 1% sehingga’ KHL Desember 2011 sebc—;sar Rp.
1.356.242,36,-; |

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas,. maka nilai KHL

Kabupaten 2011 ditetapkan sesuai dengan nilai usulan unsur pemerintah

-\

o
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dalam DEPEKAB Bekasi hasil pemungutan suara terbanyak (voting), dengan
demikian dalil-dalil Penggugat nﬁenyataka‘n DEPEKAB Bekasi “menyepakéti”
nilai KHL Kabupaten Bekasi tahun 2012 merupakan dalil yang menyesatkan

sehingga haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya diabaikan;

. Bahwa Tergugat |l Intervensi dengah tegas menolak dalil gugatan Penggugat
pada butir 3 halaman 2 dan 3, butir 14 halaman 7 sampai dengan halaman 12
gugatan yang pada pokoknya menyatakan béhwa nilai Upah Minimum
Kabupaten Bekasi tahun 2012 melebihi kebutuhan hidup layak Kabupaten
Bekasi tahun 2011 dan nilai upah minimum kélompok | dan Kelompok I tidak
didasarkan pada .kesepakatan unsur-unéur dalam Anggota Dewan
Pengupahan Kabupaten Bekasi bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku bertentangan dengaﬁ asas-asas pemerintahan yahg
baik sebagaimana pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,
serta ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak ™ mempertimbangkan

keabsahan rekomendasi Bupati Bekasi;—

Bahwa penolakan Tergugat Il Intervensi didasarkan pada alasan-alasan dan

pertimbangan'hukum sebagai berikut:

a. Mengenai nilai upah minimum Kabupaten Bekasi melebihi kebutuhan hidup
layak baik secara formil maupun matezril/subtansil tidak bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini didasarkan

‘pada alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
1) Kesepatan séluruh unsur DEPEKAB Bekasi yang ,ditua'ngkan‘ dalam
Notulen Rapat DEPEKAB Bekasi‘ta‘nggal 17 Oktober 2006 dap
ditandatangani oleh unsur APINDO, unsur SP/SB maupun Unéur
Pemerintah disepakati * bahwa nilai upah minimum Kabupaten tidak
selalu seratus persen nilai kebutuhan' hidup layak (KHL,- artinya bisa

kurang dari 100% atau tidak bisa lebih ljes‘aﬁ dari nilai KHL";==emmmmmmmtmm--
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menyampaikan Rekomendasi  kepada Tergugat untuk ditetapkan
sebagai Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012, upah minimum
Kelompok | dan Kelompok Il. Akan tetapi pada angka 8 (halamén 4-5)

Penggugat menyatakan: bahwa dasar pertimbangan usulan Pemerintah

adalah;

a. Investasi yang cenderung positif;

b. Penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2010

mengalami kenaikan;

c. Sebagaimana data BPS Kabupaten Bekasi yang telah disampaikan
sebelumnya bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada tah'un .2010

cenderung mengalami kenaikan;

d. Upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan;
e. Adapun untuk upah kelompok sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Menteri 01 Tahun 1999 bahwa dimungkinkan untuk

ménetapkan minimal 5% di atas UMK;

Berdasarkan paparan terurai di atas maka gugatan Penggugat menjadi

tidak jelas;

b. Bahwa pada Petitum B angka 4 Penggugat 'rﬁemohon képada
Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk menetapkan;:---------------

- Upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.324.778 (satLl juta
tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

atau 97,7% dari nilai KHL;

- Upah Kelompok Il sebesar Rp. 1.417.511 (satu juta empat ratus tujuh
belas ribu lima ratus sebelas rupiah) atau 7% di atas usulan upah

minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;

- Upah Kelompok | sebesar Rp. 1.456.328 (satu juta empat ratus lima
puluh enar ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau 9,9%)_,.(1@‘1“8‘5* _

usulan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012; ”

g

;\)",
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2)

Bahwa kesepakatan seluruh unsur DEPEKAB Kabupaten Bekasi yang
tertuang dalam notulen rapat tanggal 17 Oktober 2006 secara
materil/subtansil adalah sah dan tidak bertentangan dengan:----------------

a. Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan;

b. Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun ZOQ3 Tentang

3)

Ketenagakerjaan;

c. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

Nomor: PER-01/MEN/1999;

d. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor PER-17/MEN/2005 te‘ntang' Komponen dan Pelaksanaan

Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

Bahwa selaras kesepakatan seluruh unsur DEPEKAB Bekasi Iy‘ang
tertuang dalam notulen rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 17- Oktober
2006, nilai Upah Minimum Kabupateh Bekasi yang ditetapkén oleh
DEPEKAB Bekasi sebagai saran dan pertimbangani kepada Bupati
uri1tuk selanjutnya direkomendasi kepada Gubernur Jawa Bafat dan
ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan sebagai Upah
Minimum Kabupaten Bekasi, sejak tahbun 2004 samp'ai dengan ta_hun

2012 adalah sebagai berikut:

' - %UMK

TAHUN KHL UMK :
; : ~ terhadap KHL

2004 Rp. 653.107,00 | Rp. 670.000,00 102.59%

2005 Rp. 688.290,00 | Rp. 710.000,00 103.15%

2006 Rp. 823.282,41 | Rp. 820.121,00 99.62%

2007 Rp. 890.404,00 | Rp.900.000,00 |  101,08%
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4)

5)

2008 Rp. 971.227,49 | Rp. 980.589,00 100,09%

2008 Rp. 1.119.432,88 | Rp. 1.084.140,00 96,85%

2010 Rp. 1.205.128,00 | Rp. 1.168.974,00 97,00%

2011 Rp. 1.286.421,00 | Rp. 1.286.421,00 100,00%

2012 Rp. 1.356.242,36 | Rp. 1.491.866,00 110,60%

Tabel UMK Kabupaten Bekasi selama 9 tahun terakhir menunjukkan
telah terjadi 5 kali UMK melebihi/lebih tinggi dari KHL, 1 Kali UMK s_éma

dengan KHL dan 3 kali UMK lebih rendah dari KHL,;

Bahwa rapat pembahasan untuk menetapkan nilai UMK, UMK
Kelompok Il dan UMK Kelompok | Kabupaten Bekasi tahun 2012
dilakukan oleh DEPEKAB Bekasi sébanyak 4 kali yaitu pada tanggél 4

Nopember, 13 Nopember, dan 15-16 Nopember 2011;

Bahwa dalam rapat pembahasan nilai upah minimum Kabupaten Bekasi
tahun 2012 yang dilakukan pada tanggal 15 Nopember 2011 sampai
dengan 16 Nopember 2011, yang dihadiri oleh 29 Orang anggota
DEPEKAB Bekasi yang terdiri dari unsur APINDO, Unsur SP/SB, Unsur

Pemerintah dan Unsur Akademisi;

Unsur SP/SB mengusulkan UMK tahun 2012 sebesar Rp. 1.605.002,-—
(118,3% KHL); UMK Kelompok I sebesar Rp. 1.861.803,- (16% dari

UMK) dan UMK Kelompok Il sebesar Rp. 1.990,203,- (24% dari UMK)

didasarkan pada pertimbangan:
a. Inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2011 sebesar 2,85%;---

b. Prediksi inflasi bulan November—Desémber 2011 sebesar 1%;--—------

c. Prediksi inflasi tahun 2012 sebesar 5,3%;

Q.

. Penetapan upah minimum memperhatikan inflasi berjalan;

. Adanya perbaikan taraf hidup bagi‘pekerja (15,6%);

(0]
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f. Rumus Altenatif. UMK 2012=UMK 2011

(1+3,85%+5,3%+15,6%)=Rp. 1.604.810,-;

g. Rumus yang diusulkan secara resmi:

UMK 2012=UMK 2011 + (% laju pertumbuhan ekonomi + % Laju

Produktivitas + % Pencapaian KHL) X KHL 2011, dengan demikian

UMK Tahun 2012= Rp. 1.605.002,

KEL | dan KEL Il mengacu pada :ketentuan yang ada sequ_'ang-
kurangnya sebesar 5% dari UMK,. maka diusulkan untuk KEL |l
sebesar Rp. 1.861.803,- (16% dari UMK) dan KEL | sebeisar‘Rp.
1.990.203 - (24% dari UMK); '

Sedangkan Unsur APINDO mengusulkan Nilai UMK tahun 2012
sebesar Rp. 1.324.778,- UMK Kel |l sebesar Rp. 1.417.511,- (7%
dari UMK) dan UMK Kel | sebesar Rp. 1.456.328,- (9,9% dari‘UMK),

didasarkan pada pertimbangan:

a. Krisis energi yang terjadi di dunia;

b. Bencana alam yang terjadi di Jepang = dan Thailand

mengakibatkan lemahnya sektor industri;

c. Intervensi produk import terhadép prqddk domestik terutama dari

India, Cina, dan Korea;

d. Krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika;
e. Tidak optimalnya investasi yang bersifat labour intensive;---~-------

f. High cost economy;

g. Keterbatasan infrastruktur;

h. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;

Adapun unsur pemerintah mengusulkan nilai UMK tahun 2012

sebesar Rp. 1.491.866,- (110% KHL 2011), UMK Kel Il sebesar Rpi
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1.715.645,9,- (15% dari UMK) dan UMK Kel | sebesar Rp.

1.849.913,84,- (24% dari UMK) didasarkan pada pertimbangan:-------

a. Investasi yang cenderung positif;

b. Penyerapan tenaga kerjé dari tahun 2009 sampai dengan 2010

mengalami kenaikan;
c. Sebagaimana data BPS Kabupaten Bekasi yang telah
disampaikan sebelumnya bahwa laju pertumbuhan ekonomi

(LPE) Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 cenderung mengél’ami

kenaikan;

d. Upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan;
e. Adapun untuk upah kelompok sebagaimana ditentukan dalam

Permen No.01 Tahun 1999 bahwa dimungkinkan untuk

menetapkan minimal 5% di atas UMK;

Bahwa dan oleh karena rapat pefnbahasan-nilai upah minim'um,
upah minimum kelompok |l dan upah minimum kelompok | telah
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali‘ ternyata tidak tercapai kata sepakat,
sesuai ketentuan pasal 31 ayat 2 tatla tertib DEPEKAB Bekasi Nomor
01/DEPEKAB Tahun 2010 yang.berbunyi: “Dalam hal usaha
sebagaiména dimaksud pada ayat (1), tidak juga tercapai
kesepakatan setelah dilakukan 3 (t}'ga) kali rapat maka keputlu:san
ditetapkan berdasarkan pemungu}an Suarat terbanyak”, rhaka
penetapan nilai upah minimum, upah minimum kelompok |l dén upah
minimum kelompc;k | Kabupaten"Bekasi tahun 2012 dilakukan
dengan cara Pemungutan suara terhadap usulan ketiga unsur' dalam

DEPEKAB Bekasi yaitu usulan unsur SP/SB, usulan unsur APINDO

dan usulan unsur Pemerintah; ‘

Bahwa sebelum pemungutan suara dilakukan, unsur APINDO dalam :

DEPEKAB Bekasi menyatakan walk out, bahwa sikap. uns& N
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APINDO walk out sudah ‘seringl dilakukan pada setiap répat
pengambilan keputusan me,ngenai nilai Upah Minimum, Upah
Minimum Kelompok [I dan Upah Minimum Ké!ompok I sejak
penetapan Upah Minimum tahun 2006 sampai dengan tahun 2012,
kecuali untuk penetapan upah miﬁin%um tahun 2007 yang disepakati
oleh seluruh unsur dalam DEPEKAB Bekasi dan unsur APINDO

mengikuti proses pemungutan suara terbanyak/voting pada tahun

2008 untuk upah minimum tahun 2009;
Bahwa hasil pemungutan suara terbanyak terhadap nilai upah
minimum, upah minimum kelompoklll dan ugah minimum kgloﬁpok

Il Kabupaten Bekasi tahun 2012 yang diusulkan oleh ketiga unsur

adalah sebagai berikut:
o Usulan Pemerintah memperole_hlsuara sebanyak 16 suara;-—----—
e Usulan APINDO memperoleh suara sebanyak 0 suara;-----—--—-—
e Usulan SP/SB mempefole_h suar; sebanyak 3 suara;------4-.--j-;----

. '(‘Batatan: 7 orang unsur APINDO walk out dan 1 orang unsur

pemerintah sakit sehingga .pulang dan tfdak mengikuti

pemungutan suara;
Bahwa berdasarkan hasil pe‘mung‘gtan suara tersebut maka r;ilai
upah minimum dan upah minimum kelompok | dan kelompok I
Kabupaten Bekasi Tahun 2012 ditetapkan sebagai berikut;----=--------

a. UMK : Rp. 1.491.866,- (satu juta erﬁpat ratus sembilan puluh satu

ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

b. KEL Il : Rp. 1.715.645,9,- (satu juta tujuh ratus’lima belas ribu

rupiah enam ratus empat puluh lima rupiah sembilan sen);—--——
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c. KEL | : Rp. 1.849.913,84,- (satu juta delapan rétus empat puluh
sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rubiah delapan puluh

empat sen);

b. Mengenai nilai upah minimum kelompok | dan kelompok Il tidak didasarkan
pada kesepakatan unsur-unsur dalam Anggota Dewan Pengupahan
Kabupaten Bekasi tidak bertentanga_n. dengan Peraturan Perundang-

undangan, didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum sebagai

berikut:

1) Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf‘ (p) Permen 01/Men/1999 tentang‘Upah
Minimum jo. Kepmen No.226/Men/2000 tentang Pe'rubahan Pasal 1,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/Men/1999 tentang Upah Minirﬁum,
berbunyi: “Besamya Upah Minimum S.ektoral} tingkat Il harus lebih besar
sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dan Upah Minimum Regional_

Tingkat II";

Pasal 11 ayaf 1 berbunyi: “Usulan penetapan UMSR Tk.| dan UMSR
Tk.ll dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat

pekerja”;

2) Bahwa Upah Minimum Kelompok [l dan Upah Minimum Kelompok |
Kabupaten Bekasi, adalah bukan‘ upah minimum sektoral Kabupéten
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Republik Indonesia Nomor O1/Mén/1999 tentang Upah Minimum jo.
Kepmen No. 226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1 Pasal 3 Pasél
4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 1/Men/1999 tentang Upah Minimum, hgl ini sebagaimana
notulen rapat Bekasi tanggal 17 Nopember 2008 yang berbunyi:"ba_hwa

unsur serikat pekerja mengusulkan berdasarkan pengelompokan jenis

usaha, sedangkan unsur APINDO mengusulkan sektoral, berdasa_m_‘r ::,
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3)

hasil pemungutan suara/voting upah minimum tahun 2009 tetap
menggunakan penggolongan jenis ﬁsaha industri (Kelompok)" dan
Notulen rapat tanggal 2 Nopember 2010 yang berbunyi: “Untuk UMK
Tahun 2011 APINDO mendorong kepada sektoral murni, namun
demikian karena sektoral mufni di Kabupaten Beka;i untuk kondisi
tahun 2011 belum memungkinkan, APINDO berpendapat bahwa untuk
UMK tahun 2011 tetap menggunakan pengelompokan UMK tahun 2010

dan tidak menggunakan pengelompokan KBLI (Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia) Tahun 2009";—

Bahwa bukti lain yang membuktikan bahwa upah minimum kelompok I
dan upah minimum kelompok ‘I Kabupaten Bekasi 2012 bukan
merupakan upah minimum sektoral sebagaimana diatur dalam

Permenakertrans No.01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah:-—-—---

- Proses pembahasan dan peﬁétapan nilai upah mini_mum kelompok |
dan upah minimum kelompok Kabupaten Bekasi sejak perumuéan
Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2006 sampai dengan tahun
2012 diputuskan secara beréaméan (satu paket pembahasan)
dengan nilai upah minimum (upah minimum Kabupaten..u‘pah
minimum kelompok Il dan upah minimum kelompok 1) tahun 2006,
notulen rapat tanggal 16 Nopember 2006 untuk upah minimum tahun
2007, notulen rapat tanggal 15-16 Nopember 2007 untuk upah
minimum tahun 2008, notulen rapat tanggal 18 Nopember éOOB
untuk upah minimum tahun 2009, notulen rapat tanggal 12
Nopember 2009 untuk upah minimum tahun 2010', notulen rapat
tanggal 9 Nopember 2010 untuk upah minimum tahun 2011, ﬁotulen
rapat tanggal 15-16 Nopember 2011 untuk upah minimum tahun
2012; ' '

'
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- Besaran nilai upah minimum kelompok Il dan upah minimum

kelompok | untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 ditetapkan

besarnya kurang dari 5% diatas UMK, sedangkan untuk tahun 2010

sampai dengan tahun 2012 lebih dari 5% diatas UMK, hal ini

sebagaimana tabel berikut:-

%UMK

TAHUN KHL UMK
terhadap KHL

2004 | Rp.653.107,00 | Rp.670.000,00 | 102.50%
2005 | Rp.686.290,00 | Rp.710.000,00 |  103,15%
2006 | Rp. 82328241 | Rp 82012100 | 99,62%
2007 | Rp.890.404,00 | Rp.900.000,00 101,08%
5008 | Rp. 87122749 | Rp. 980.589.00 100,09%
2009 | Rp.1.119.432,88 | Rp. 1.084.140,00 | 96,85%
2010 | Rp. 1.205.128,00 | Rp. 1.168.974,00 | 97,00%
5011 [ Rp. 128642100 | Rp 128642100 | 100.00%
2012 | Rp. 1.356.242,36 | Rp. 1.491.866,00 | 110,00%

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum terurai

diatas maka nilai upah minimum (upah minuman Kabupaten,upah

minimum kelompok 1l, upah minimum kelompok I) Kabupafen Bekasi

tahun 2012 yang ditetapkan oleh DEPEKAB Bekasi sebagai saran dan

pertimbangan kepada Bupati Bekasi untuk direkomendasikan kepada

Gubernur Jawa Barat baik secara formil maupun materil/subtansil

adalah sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena rekomendasi Bupati Bekasi didasarkan pada saran

dan pertimbangan DEPEKAB Bekasi yang secara formil maupun
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materil/subtansil sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan
perundangan yang berlaku,' maka rekomendasi Bupati Bekasi adalah
sah dan tidak bertentangan dengén perundang-undang‘a‘n yang

berlaku;

Bahwa selanjutnya rekomendasi Bupati ;Bekasi tersebut dikaji ulan.g‘oleh
Dewan Pengupahan provinsi (Debep'rov) Jawa Barat dan seluruh
anggota Depeprov Jawa Barat baik unsur Pem‘erintah, Unsur API'INDO
maupun Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyepakati rekbmendasi
Bupati Bekasi untuk diajukan. slebégai' saran dan pertimbangan
Depeprov kepada Gubernur Jawa' Barat untuk ditetapkan sebagai ,Upah
Minimum Kabupaten Bekasi melélyi Surat Keputusan Gubérnur Jawa

Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012;---—--; -----
Dengan demikian secara formil maupun materil/subtansill surat
Keputusan Gubernur Jawa Barat yang menjadi objek gugata'n a quo

adalah sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ada relevansin‘ya dengan surat

keputusan Gubernur yang menjadi objek gugatan a quo, mohon untuk

dikesampingkan;

Il. DALAM DUPLIK;

DALAM PENUNDAAN;

1. Bahwa Tergugat Il Intervensi dehgan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang
diajukan oleh Penggugat dalam repliknya kecuali yang diakui secara tegas

oleh Tergugat Il Intervensi;

2. Bahwa dalil-dalil Tergugat Il Intervensi yang termuat dalam jawaban, mohon

secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuar}a_n_\_ ‘
' "f’\ “SM’

tidak terpisahkan dengan bagian ini; . e )
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3. Bahwa dalam repliknya pada angka 3 Penggugat m'endalilkanv béhwa,
keputusan Gubernur a quo “adalah suatu keputusan yang tidak adii dan
merugikan para Pengusaha, khususnya yang memperkerjakan buruh di
Kabupaten Bekasi seharusnya Tergugét mempertimbangkan secara cermat
dengan memposisikan para Pengusaha dengan b‘uruh pada posisi yang
berimbang. Setinggi apapun para buruh diposisikan dalam pemberian upabh,
bila tidak realeble (tidak dapat diwujudkan) karen‘a ketidakmampuan
pengusaha untuk membayarnya akan berakibat kontra produktif terhadap
tingkat kesejahteraan buruh, karena pada akhirnya bengusaha menjadi
tingkat kesejavhteraan buruh, karena pada akhirnya peﬁgusaha ménjad,i

bangkrut tidak mampu untuk membayar upah yang tinggi, yang pada

akhirnya akan menganggu stabilitas dunié usaha’;

Bahwa dalil tersebut tidaklah benar dan harus dikesampingkan, kafena
posisi seimbang sebenarnya telah tercermin dari kedudukan Penggugat
dalam Dewan Penédbahan Kabupateh’Bekasi. Dime'ma» Dewan Pengupahan
Kabupaten sebagai Iehbaga triparti_t_ yang berfungsi untuk merumuskan dan
menyampaikan saran dan pertimbang'an mengenai upah minimum kepada
Bupati untuk direkomendasikan dan ménjadi landasan bagi Gubernur dalam
mengeluarkan Surat Keputusan a quo. Bahwa nilai aiau besaran upah
minimum yang ditetapkan oleh DEPEKAB Bekasi bukan nilai atau besaran
upah minimum yang diusulkan oleh P‘enégugat haruslah dipahami sebagai
nilai yang dihasilkan dari sebuah proses/mekanisme pengambilan
keputusan ketika musyawarah mufakat tidak menghasilkan maka haruslah
diambil langkah lain yaitu voting: ‘Dimana voting bukanlah. tindakan
pelanggaran hukum karena mekanisme voting diatur Adalam tata tertib

Dewan Pengupahan Bekasi Nomor 01/DEPEKAB Tahun 2010 Pasal 31

(vide angka 4 halaman 8 sampai dengan halaman 14 pada jawabjg‘;}\.‘;

L4

Tergugat Il Intervensi),
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DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Il Intervensi yang termuat dalam penundaan

mohon dianggap termasuk dalam bagian ini;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan

oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat [l

|
Intervensi;

1

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka‘ 5 halaman 2, haruslah ditolak. Karena
meskipun Keputusan Gubernur a quo, sud.ah membatasi berlakunya untuk
pengusaha di Kabupaten Bekasi bélum .dapat di Individualisir. Karena
pengusaha di Kabupaten Bekasi masih b:elum jelas yang mana. Apakah
pengusaha yang bergabung dalam orgamsasn Pengguat yaitu APINDO,
ataukah Pengusaha yang tergabung dalam organisasi pengusaha yang lain
atau bahkan pengusaha yang tidak tergabung dalam sebuah orgamqas,l
pengusaha apakah pengusaha kecil; menengah, atau. besar. Artinya

keputusan Gubernur a quo masih sangat umum;

4. Bahwa dahl Penggugat pada angka 6 dalam replik haruslah ditolak kafena
tindakan Tergugat (Gubernur Provinsi JaWa Barat) mengeluarkén ‘Surat
keputusan yang menjadi objek gugatan a quo bukanlah tindakan melawan
hukum (vide angka’ 4 halaman 8 sarﬁpai déngan halaman 14 pada jaWaban

Tergugat Il Intervensi);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pehggugat

kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Il Intervensi;

2. Bahwa dalil-dalil Tergugat I Intervensi yang termuat dalam Jawaban, dalam

penundaan dan eksepsi mohon dlanggap termasuk dalam bagian ini;----------

3. Bahwa pendapat Penggugat pada butir 4 haruslah ditolak. Bal'_) a\\

sebagaimana yang telah diuraikan dalam.jawaban Tergugat ll/lnterven51 \‘
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(vide angka 4 halaman 8 sampai dengan halaman 14 pada jawaban
Tergugat Il Intervensi) bahwa Keputusan Gubernur a quo tidaklah

bertentangan dengan hukum, yang berarti pula nilai legalitésnya tidak periu

diragukan lagi, sehingga permohonan Penggugat ditolak;-

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum sebagaimana terurai délam
jawaban dan duplik Tergugat Il Intervensi, maka kami mohon kiranya Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan untuk memutus dengan amar putusan Sebagai berikut;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penetapan penundaén pelaksanaan objek sgng‘keta
(Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggél 21
Nopember 2011 tentang Upah Minimum di Kabupaten.dan Kota di Jawa Barat

sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi) yang

dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat |l Intervensi

untuk seluruhnya; : —

2. Menolak gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 untuk seluruhnya

atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard);

w

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Neg.ara tidak berwenang untuk mengadili

perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 untuk seluruhnya;--

2. Mengghukum Penggugat untuk membéyar seluruh biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini; - S
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Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil 'gugatannya, Penggugat

telah mengajukan Bukti berupa foto copy sur‘a‘t-surat yang telah ditempel materai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, yang diberi tand‘a P-1

sampai dengan P-5-146 dengan perincian se.ba'gai berikut;

1. BuktiP -1/

2. BuktiP -2

3. BuktiP-3

4, BuktiP -4

5. BuktiP-5
1s/d 146

: Surat Keputusan  Gubernur Jawa Barat Nomor:
561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011

ter:tang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun

2012:

: Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi

Tanggal 26 Oktober 201 1z

: Notulen Rapat Dewan VP'éngup'ahan Kabupaten Bekasi

Tanggal 15 Nopember 2011;
. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Penetapan Nilai UMK

Tahun 2011 Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tanggal

16 Nopember 2011 :--n

: Surat-surat Keberatan atas UMK Tahun 2012;---r-memmmmmemmmmee.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditempeli

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, yang diberi

.tanda T-1 sampai dengan T-18 , dengan perincian sebagai berikut; ------------=-----=-
i

1, BuktiT~-1

2. BUktiT-2

. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-

Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah

Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;-----; -------

. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat ‘Nomor:

15/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 perihﬂ_

Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat -
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Bukti T -3

Bukti T -4

BuktiT -5

Bukti T -6

BuktiT-7

BuktiT -8

BuktiT-9

tentang UMK Tahun 2012;--

: Surat Bupati Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa

Barat Nomor: 560/4335/Disnaker/X1/2011  tanggal 16
Nopember 2011 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok
Jenis Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMSK Kabupateﬁ Bekasi

Tahun 2012;

. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Penetapan Nilai UMK

Tahun 2011 Dewan Péngupahan Kabupaten Bekasi Tanggal
16 Nopember 2011;

: Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi

Tanggal 15-16 Nopember 2011;

. Kesepakatan Nilai KHL Tahun 2011 Dewan Pengdpéhan

Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Oktober 2011 dan Notulen
Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tanggal 26
Oktober 2011;

: Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi' Nomor:

01/DEPEKAB Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang
Perubahan Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi

Nomor: 018/DEPEKAB Tahun 2009 tentang Peraturan Tata

Tertib Dewan Pengupéhan Kabupaten Bekasi;

: Keputusan Gubernur Jawa; Barat Nomor: 56‘I/Kep.153-

Bangsos/2012 tanggal . 13 . Januari 2012 tentang lzin

Penangguhan Pelaksaaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di

Jawa Barat Tahun 2012;

: Surat Dewan Pengupahén Provinsi . Jawa Barat Nomor:

25/DEPEPROVIXII/2OT1 tanggal 30 Desember 2011 perihal

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kofa;d-i

Jawa Barat Tahun 2012; : oy
1= e,
ZUN'BY
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10.Bukti T~ 10

11.Bukti T - 11

12.Bukti T-12

13.Bukti T-13

14.Bukti T - 14

15.Bukti T - 15

16.Bukti T — 16

17.Bukti T - 17

18.Bukti T - 18

» Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 vten‘tang Ketenagakerjaan;--——------- —

. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Momor:

Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan

Pelaksanaan Upah Minimum;--

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor: PER-01/MEN/1999

Tahun 1999 tentang Upah Minimum;

: Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Nomor:

KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1,
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 ‘dan
Pasal 21 Peraturan Men‘terib T'enaga Kerja Rl Nomor: PER-

01/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Upah Minimum; ---------- Py

: Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor: PER-

17/MEN/VIII/2005 tentang ‘Komponeh dan Pelaksan.aan

Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

:Foto Copy Salinan Penetapan PTUN Bandung ‘Nomor:

123/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 12 Januari 2008;—-----—------

: Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor:

13/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal

Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat

tentang UMK Tahun 2012;

: Surat  Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor:

18/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 19 Nopember 2011 perihal
Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat

tentang UMK Tahun 2012;

: Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor:

19/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal-

Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Q:Bg_r_g_\t.
: @A)
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tentang UMK Tahun 2012;-

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya,
Tergugat Il Intervensi telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang
telah ditempeli materai cukup dan telah dic_ocokkén dengan aslinya / foto copynya,

yang diberi tanda T.ll.Int-1 sampai dengan TILInt-72 , dengan perincian sebagai

berikut;

1. Bukti T Il Int-1 . Putusan PT TUN Medan dalam perkara Nomor:
61/B/2010/PT.TUN-MDN, Tanggal 4 Mei 2010;-------

2. Bukti T Il Int-2 : Permenakertrans Nomor: O1/Meﬁ/1999 tenfang
Upah Minimum; '

3. Bukti T Il Int-3 : Surat Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Nofnor:
561/3935-Perlin tertanggal 12 Oktober 2006;-----------

4. Bukti T Il Int4 :  Keputusan Bupati Bekasi ‘Nomor . 560/Kep.45-
Disnaker/201‘Q tentang Perubahan Kedua Keputusan
Bupati Nomor : 560/Kep.98.B-Disnaker/2008 tentang
Penunjukan - .dan Pengangkatan =~ Kembali
Keanggotaan dan Kesekretarian lI)EPEKAB‘Bekasi
masa bakti 2008-2011, tanggal 23 Februari 2010;----

5. Bukti T Il Int-5 :  Notulen Rapat DEéEKAB Békasi tanggal 12 Oktober

| 2011;

6. Bukti T Il Int-6 . Notulen Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 19 Oktober
2011; '

7. Bukti T Il Int-7 : Notulen Rapat DEPEKAB Bekasi ténggal 21 Oktober
2011; .

8. Bukti T il Int-8 . Peraturan DEPEKAB Békasi Nomor : 01/DEPEKAB

Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Dewan

Pengupahan Kabupéten Bekasi;
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9. Bukti T Il Int-9 . Notulen dan daftar hadir peserta Rapat DEPEKAB

Bekasi tanggal 26 Oktober 2011;

10.Bukti T Il Int-10 : Notulen Rapat .DEPEKAB Bekasi tanggal 17 Oktober

2006;

11.Bukti T Il Int-11.1-2 Berita Aca‘ra Rapat Dewan Ketenagakerjaan

Daerah (DKD) Kabupaten Bekasi Tanggal 4

Nopember 2003;
- Surat Keputusan Gubernur Nomor:
561/Kep.1018-Bangsos/2003 tanggal 20

Nopember 2003;

12.Bukti T Il Int-12.1-2 : - Berita Acara Rapat Dewan Ketenagakerjaan
Daerah (DKD) Kabupaten Bekasi Tanggal 10
Nopember 2004;

- Surat Keputusan Gubernur . Nomor:

561/Kep.1223-Bangsos/2003  tanggal 13

Desember 2004; .
13.Bukti T Il Int-13.1-2 : - Risalah Rapat.DEPEKAB Bekasi tanggal 25
Oktober 2005;
- Surat Kepdtusan Gubernur ‘INomor:

561/Kep.1392,-Bangsos/2005 tanggal 19

Desember 2005;-

14.Bukti T Il Int-14.1-2 . - Risalah Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 17

Oktober 2006 (vide T Il Int-10);
- Surat ‘Kepu't,usan Gubernur Nomor:

561/Kep.1020-Bangsos/2006 tanggal 20

Nopember 2006;
15.Bukti T Il Int-15.1-2 : - Kesepakatan bersama anggota DEPEKAB

Bekasi tanggal 21 September 2007;---—--7777----7-

o
NiGNVD
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16.Bukti T Il Int-16.1-2

17.Bukti T Il Int-17.1-2

18.Bukti T Il Int-18.1-2

19.Bukti T Il Int-19
20.Bukti T Il Int-20
-21.Bukti T Il Int-21
22.Bukti T Il Int-22

23.Bukti T Il Int-23

- Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/.Ke'p.'575-
Bangsos/2007 tanggal 22 Nopember 2007;------ -~
- Berita Acara Pemungutan Suara DEPEKAB
Bekasi tanggal 14 Nopember 20‘08;- ----- ;----‘ ------
- Surat Keputusan Gubernyr Nomor: 561/Kep.694-
Bangsos/2008 tanggal 28 Nopember 2008;--------

- Berita ACara Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 9

Oktober 2009;
- Surat KeputUsan Gubernur  Nomor:
561/Kep.1665-Bangsos/2009 tanggal |, 20

Nopember 2009:-

Risalah Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 28

Oktober 2010;

- Surat Keputusan Gubernur Nomocr:
561/Kep.1564-Béngsos/2010 | tanggal 19

Nopember 2010;

Surat Keputusan Gubernur Nomor : 561/Kep.1540-

Bangsos/2011 tanggél 2’1 Nopember 2011;--=r--rmnmmn

Notulen dan daiftar hadir rapat DEPEKAB Bekasi

tanggal 4 Nopember 2011,

‘Notulen dan daftar hadir fapat DEPEKAB Bekasi

tanggal 11 Nopember 2011;
Notulen dan daftar hadir rapat DEPEKAB Bekasi

tanggal 14 Nopember 2011;

Notulen dan daftar. hadir rapat DEPEKAB Bekasi

tanggal 15-16 Nopember 2011;




24.Bukti T Il Int-24 Berita Acara hasil pemungutan suara penetapan nilai
UM Tahun 2012 DEPEKAB Bekasi tanggal 16

Nopember 2011;
25.Bukti T Il Int-25

Berita Acara hasil pemungutan suara rapat

DEPEKAB Bekasi ténggal 17 Nopember 2008;
26.Bukti T Il Int-26 :

Notulen rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 2

Nopember 201 0;
27.Bukti T Il Int-27

: Notulen rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 30

Nopember 2005;
28.Bukti T Il Int-28

Kesepakatan rapat DEPEKAB Bekasi tahggal 16

Nopember 2006;
29.Bukti T Il Int-29

Berita Acara rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 15-16

Nopember 2'007;
30.Bukti T 1l Int-30

Berita Acara rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 19

Nopember 2008;
31.Bukti T Il Int-31

Berita Acara Penetapan Upah Minimum Bekasi

Tahun 2010 dalam:rapat DEPEKAB Bekasi'tanggal

12 Nopember 2009;
32.Bukti T Il Int-32

Berita Acara rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 9
Nopember 2010; ‘

~ 33.Bukti T Il Int-33

Notulen dan daftar hadir rapat DEPEKAB Bekasi

tanggal 9 Nopember 2011;
34.Bukti T.II Int-34

Berita Acara Pemungutan Suara kenaikan kelompok

Jenis Usaha dalam; rapat DEPEKAB Bekasi tanggal

10 Nopember 2011;
35.Bukti T.Il Int-35

Surat Pérnyataan Pencabutan Gugatan yang dibuat

oleh Ketua dan' Sekretaris DPK APINDO Kabupaten -+
Bekasi tanggal 19 Januari 2012;

ANV VS
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36.Bukti T.II Int-36 . Surat Persetujuan yang dibuat dan ditandaténgani
oleh Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi tanggal
19 Januari 2012; '

37.Bukti T.II Int=37 ~©  Resume rapat antara Serikat Pekerja dengan Dewan

Pengurus Kabu'paten APINDO Kabupaten Bekasi

tanggal 15 Januari 2012;
38.Bukti T.II Int-38 + Resume rapat antara Serikat Pekerja dengan Dewan

Pengurus Provinsi APINDO Provinsi Jawa Barat

tanggal 14 Januari 2012;
39.Bukti T.lI Int-39 . Surat Pencabutan Surat Kuasa DPK APlNDO

Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Indonesia

Chemicon tanggal 18 Januari 201I2; ,
40.Bukti T.1I Int=40 . Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada VDPK
APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT.
41.Bukti T.II Int=41 . Surat Pencabutan Surat Kuasa ‘kepad'a' ‘DPK
APINDO Kabﬁpaten Bekasi yang dibuat oleh PT.
Musashi Autov Part; lndonésia, tanggal 18 Jaﬁuari

2012;

42.Bukti 7.1l Int-42 1 Surat Pencabutan; Surat Kuasa kepada .DPK
| APINDO‘Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT.

Indonesia Epson Industry, tanggal 18 Januari 2012;=

43.Bukti T.Il Int-43 . Surat Pencabutan. ASurat Kuasa kepada DPK

APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT.

44 Bukti T.ll Int-44 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK

APINDO Kabupaten Bekési yang dibuat oleh: PT,
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Omron Manufacturing of Indonesia, tangga‘l 18

Januari 2012;

45.Bukti T.Il Int-45 : Surat Pencabutan Surathuasa kepada “DPK

APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT.

Higashifuji Indonesié, ténggal 17 Januari 2012;-------- /
46.Bukti T.II Int-46 . Surat Pencabutan Surat. Kuasa kepada 'DPK

APINDO‘ Kabﬁpateh Bekasi yang dibuaf oleh-l PT.

Narurni Indonesia, tanggal 18 Januari 2012;—-----—- v

47.Bukti T.II Int-47 : Surat P‘encabutan Surat Kuasa kepada DPK
APINDO Kabupateﬁ Bekasi yang dibuat oleh PT.
Marsol Abadi lndoneéia, tanggal 18 Januari 2012;—--- 7
48, Bukti T.ll Int-48 . Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK
APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT.
Progres Toyo (Indonesia), tanggal 25 Januari 2012;~ v
49, Bukti T.Il Int-49 :  Surat Pencabutan S‘ura't Kuasa kepada DPK
| APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuét oleh PT. TS
Tech Indonesia, tanggal 18 Januari 2012;-—----—---—- - v
50.Bukti T.Il Int-50 . Surat Pencabutan Surat’ Kuasa kepa&a DPK
APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT.

Oriental Asahi’ JP Carton Box, tanggal 25 Januari

2012; = : ‘ ‘ v
51.Bukti T.II Int-51 . Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK

APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT.

Kaji Machinery Indonesia, tanggal 18 Januari 2012;-- v
52.Bukti T.Il Int=52 | : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepadé DPK

APINDO Kabupaten Bekasi yang- dibuat oleh PT.

Panasonic Healthcare Indonesia, tanggal 25 Januari v’

Penetapan Upah..., Rudolf Chaerul Bawotang, Fakultas Hukum 2012



53.Bukti Tl Int=53 . Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Keberatan
atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK
tahun 2012 yang dibuat oleh PT. Toyota Boshoku

Indonesia, tanggal 25 Januari 2012;=========2mmmmz0220 v

54.Bukti T.1l Int-54 . Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Kebe'lratan
atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK

tahun 2012 yang dibuat oleh PT. Tenma Indonesia,

tanggal 24 Januari 2012; ' v/
55.Bukti T Il Int-55 . Surat Pemberitahuan PencabutanA Surat Kéberatan
atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK
tahun 2012"yang dibuat oleh PT. Japan AE. Power

System Indonesia,l tanggal 25 Januari 2012j;;=$=; v
56.Bukti T.II Int-56 : Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Keberatan
atas Keputusén Gubernur Jawa Barat tentang UMK

2012 yang oleh PT. Vision-Ease Asia, tan'gg‘al 16

Januari 2012;— , v

57.Bukti T.lI Int-57 . Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Keberatan
atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang:UMK
tahun 2012 yang dibuat oleh PT. Toso Ihdustry

Indonesia, tanggal 16 Januari 20.12;“""“": ---------- v

- 58.Bukti T.1I Int-58 . Surat Pemberitahua’n Pencabutah Surat Keberatan
atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK

tahun 2012 yang dibuat oleh PT. Trimitra Citra

Hasta, tanggal 21 Januari 2012;— : R v
59.Bukti T.Il Int=59 . Surat Pernyataan dari PT. Posmi Steel Indonesia,

tertanggal 25 Januari 2012;

60.Bukti T.11 Int-60 . Surat Pernyataan dari PT. Topla Abadi " Jaya,

tertanggal 25 Januari b e
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61.Bukti T.Il Int-61

62.Bukti T.1I Int-62

63. Bukti T.II Int-63

84, Bukti T.II Int-64

65. Bukti T.Il Int-65

66.Bukti T.II Int-66

67.Bukti T.Il Int-67

68. Bukti T.II Int-68

69. Bukti T.Il Int-69

70.Bukti T.l Int70

71.Bukti Tl Int=71

Surat Pernyataan dari PT. Topla Hymold Indonesia,

tertanggal 25 Januari 2012;

Surat Pernyataan dari PT. Honda Lock Indonesia,

tertanggal 25 Januari 2012;==========zemmmmemnmmsnns

Surat Pernyataan: dari PT. ‘Yamaha Motor
Electronics lndonesié, tertanggal 25 Januéri 2012;---
Surat Pérnyataan dari PT. Panasonic Gobell Eco
Solutions Manufacturing Indonesia, ter’ta‘nlggal 24

Januari 2012;

Surat Pernyataan dari PT. Panasonic Gobel Energy
Indonesia, te'rtan.ggél o TR 1) b —

Surat Pernyataan dari PT. Tamura Air Conditioning

Surat Pernyatéan dari PT. Sanken Indonesia,

tertanggal 25 Januari 2012; '

Surat Keéepakatan antara Penguséha dah Pengurus
Serikat Pekerja .PT. Sumisho Global Logfstics
Indonesia, tertanggal 16 Januari 2012;--—--—-—ww
Surat Pemberitahuan siap mengikuti SK Gubernur
Jawa Barat tentang;UMK tahun.2012 di PT. Yasunli
Abadi Utama Plastic, tertanggal 10 Januari 2012;-----
Surat Pernyataan .PT. Hung-A .lndonesia_ untuk
mengikuti SK Gubernur Jawa Barat tentang UMK
tahun 2012, tertanggal 24 Januari 2012;--------% -----
Surat dari Manajemeﬁ Kawasan Industri Bekasi

kepada Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara

- Bandung, terntanggal 25 Januari 2012;--------'---5_5 ----- : ":’f%\

i| 3B :’r
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72.Bukti T.II Int=72 . Tanda pengiriman. surat dari pengelola kawasan
EJIP kepada APINDO Kabupaten Bekasi, tertanggal

24 Januari 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il
Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan pada persidangan tanggal 26-01-2:012

baik secara tertulis maupun yang disampaikah secara lisan dan sehubungan

adanya penyerahan bukti tambahan oleh Tergugat Il Intervensi;=========================

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa tidak

mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
sebagaimana tercantum dalam Berita Aca_ra Sidang untuk mempersingkat uraian

putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari su}at gugatan Penggugat
tertanggal 20 Desember 2011 adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap

dalam duduk sengketa di ataS""""’““"““.f o, TTEE e P e SeiTE e

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah
memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negqra Bandung untuk menyatakan
}batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540=
Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaien/Kota di Jawa Barat Tahun
2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 disertai
permohonan pencabutan Surat Keputusan a quo dan memerintahkan kepada
Tergugat untuk menetapkan Upah Minirhum Kabupaten Bekasi selanjutnya

disebut objek sengketa a quo vide bukti P-1 yang sama dengan bukti T-1;-—------—

Menimbang. bahwa disamping permohonan untuk dinyatakan batal atau
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Penggugat memohon agar terhadap objek sengketa tersebut di atas dapat
ditangguhkan pelaksanaannya karena kepentingan yang mendésak sebagai pihak
yang dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek

sengketa dikarenakan terhadap surat keputusan a 'qbo akan berlaku pada bulan

Januari 2012;

Menimbang, bahwa atas permohon'an penundaan pelaksanaah surat
keputusan objek sengketa a quo, MajelisHakirh telah mengeluérkan Penetapan
Nomor 128/G/2011/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2012 untuk menangguhkan
pelaksanaan Surat Keputusan Gubernuf Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-
Bangsos/2011 Tentang Upah ‘Minimum Kabupéten/Kota di Jawa Barat Tahun
2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 selama
pemeriksaan berlangsung, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya;=s===s=sseammmiaiiimiiie

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan
dalam gugatannya, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam Surat Ja\'Naban'nya
tertanggal 11 Januari 2012 yang diuraikan dalam eksepsi dan Pokok Perkara -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap Pokok
Sengketa/Perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimb%mgkan

terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat |l intervensi sebagai

berikut:

)

Dalam Eksepsi ; = e

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya di dasarkan pada

alasan-alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tafa Usaha Negi;ara Bahdung tidak berwenéng
memeriksa memutus perkara a quo karena Objek Sengkefa adal'ah Surat
Keputusén Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tent;mg
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang

mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tidak bersifat |nd|v1d6£}g
k2 Ny
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dan tidak satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta
pengaturannya masih bersifat umum sehingga objek sengketa bukan
merupakan KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9‘ Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa sa.ma dengan objek
sengketa dalam Perkara nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg dan gugatan te}éebut

telah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang
memeriksa memutus perkara a quo karena sésuai ketentuan Pasal 48 Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan baru berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikaﬁ .sengketa a quo jika. upaya
administratif telah digunakan dengan‘ alasan objek sengketa adalahl‘Surat
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor; _561/Kep.1540-Bangéos/2011 Ten_tang
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang
mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dan dalam diktum
keempat terhadap perusahaan yang tidak rhampu melaksanakan ketentuan
Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat diajukan penangguhan kepada Gub’emur

Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

paling lambat sepuluh hari sebelum berlakunya keputusan ini;

3. Eksepsi tentang Pengygugat tidak mempunyai kapasitas atau Kedudukan hukum
untuk mengajukan gﬁgatan karena 'Penggugat bukan Pengusaha akan tétapi
Asosiasi Pengusaha dengan alasan PenggL‘Jgét' tidak mempunyai kepentingan
dan hubungan hukum sécara langsung dengan upah atau buruh ..dan
kedudukan hukum Penggugat tidak jelas karena bukan Badan Hukum yang

mempunyai ikatan hukum/perjanjian kerja secara langsung dengan buruh yang

Menimbang, bahwa Tergugaf Il intervensi dalam jawabannya

tertanggal 19 Januari 2012 disamping menjawab pokok sengketa juga telah ™\
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menyampaikan eksepsiAyang pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai

berikut;

1. Eksepsi tentang PTUN Bandung tidak berwenang untuk mengadili sengketa a
quo karena objek sengketa merupakan KTUN yang bersifat Umum dan yang
dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-UndanQ Peradilan Tata Usaha Négara;--

2. Eksepsi tentang kedudukan/legal Standing ?enggugat bukanlah seseorang
atau Badan Hukum yang dituju langsung dalam surat keputusan sehmgga
Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;—---—

3. Eksepsi tentang gugatan yang dlajukan Penggugat tidak cermat sehlngga tidak

jelas dasar yang digunakan Penggugat untuk menetapkan UM ' Kabupten

Bekasi berbeda dengan usulan Serikat Peker]'ai

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi
tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Repliknya
tertanggal 16 Januari 5012, demikian juga atas jéwaban Tergugat |l intervensi
yang digabungkan dalam satu jawaban dan Dupliknya disampaikan dalam
persidangan tanggal 19 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil
gugatan semula dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat Il intervensi telah

menanggapi dalam Dupliknya masing=masing ter’cangg'al 19 Januari 2012 yang

pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa merujuk pad’a asés dominus litis vide Pasal 107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 'sebagaimana telah dirubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 guna mencari kebenaran materiil
terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat Il intervensi terhadap
eksepsi-eksepsi . tersebut akan dipertimbangkan setelah melewati prc‘:seé

pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentaﬁgan pendapat terhadap eksepsi

B4
R

Tergugat, dan Tergugat |l Intervensi, Pengadilan senantiasa merq
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1

ketentuan dasar normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyébutkan:

1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan se_tiap'waktu
selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan
absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya

wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa

yang bersangkutan;

2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum
disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut -harus

diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

3) Fksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat

diputus.bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang'. bahwa dalam persidangan Penggugat untuk mendukung
dalil gugatannya telah. menghadirkan alat bukti surat yang'telah diberi materai
cukup dan telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5.1-

146;

Menimbang, bahwa demikian juga Tefgugat untuk mendukung dalil-dalil
bantahannya dipersidangan telah mengvhadirkan alat bukti surat yang telah
- bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan asli étau cqpinya dipersidangan
diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, sedangkan Tergugat Il intervensi _‘-untuk
mendukung dalil bantahannya dipersidangan telah menghadirkan alat ‘bukti surat

yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau copynya

dipersidangan diberi tanda T.ll.int-1 sampai dengan T.Il.int-72;

Menimbang, bahwa setelah Majélis Hakim mempelajari secara
seksama terhadap rangkaian eksépsi baik yang ‘diajukan oleh Tergugat

maupun ' Tergugat Il intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77
' -
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Undang-Undang Peradilan Tata U‘saha“Negara, eksepsi demikian secara teori
dapat dikatagorikan -kedalam eksepsi preparatoire yaitu eksépsi yang diajukan
untuk menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat dan eksepsi demikian
untuk kesempurnaan dalam proses pembuktian sengketa a quo akan diputus

bersama-sama pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dari apa yang
telah disampaikan Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalam eksepsi setelah
dirangkum pada pokoknya di dasarkan pada empat alasan, dimana.diantara
eksepsi Tergugat dan Tergugat Il intervensi ada dua eksepsi yang sama
eksepsi, dan guna inempe_rmudah siétimatika dalam menyusun pértimbéngan
hukum sengketa a-quo, di dalam rhefnpertimbangkan terhadap eksepsi-gksepsi
yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat Il intervensi, Majelis Hakim tidak
akan merujuk secara ajek berdasarkan urutan eksepsi‘yang diajﬁkan oleh
Tergugat dan tergugat Il intervensi secara sendiri-sendiri, namuh‘ akan
mendasarkan pada alur pertimbangan hukum menjadi satu kesatuaﬁ dalam
eksepsi yang sama akan dipertimbaﬁgkan sekaligus terhadap eksep'si Tergugat
dan Tergugat Il Intervensi dengan‘pe‘rtimb'angan hukum sebagai be’rikut;-i—----—-

Menimbang, bahwa terlebih  dahulu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan terhadap Eksepsi yang diajukan'Tergugat dan TergUgat 1l
intervensi tentang Pengadilan Tata' Usaha Negara Bandung tidak berwenang
memeriksa memutus perkara a quo karena objek sengketa tidak bersifat indfvidual
dan masih bersifat umum sehingga objek sengketa bukan merupakan KTUN
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahuﬁ 2009
Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim: mempertimbangkannya dengan

pertimbangan hukum sebagai berikut:

{

Menimbang, bahwa secara yuridis. normatif ketentuan Pasal 1 angka g

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata
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I |
Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Peruhdang-Undahgan
yang berlaku , yang bersifat konkni, individual dan final, yang menimbulkan akibat

hukum-bagi seseorang atau badan hukum perdata”,

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 térsebut di atas bersifat lirﬁifatif'dan
komulatif artinya' untuk dapat dikatakan sebagai ‘Keputusan Tata Usaha Negara
yang dapat diuji keabsahannya di Persidangan Pengadilén Tata Usaha Negéra,
seluruH elemen unsur Pasal 1 angka 9 iersebut wajib dipenuhi, tidak terﬁenuhiinya
ketentuan tersebut di atas Péngadilan Tata Usaha Negara harus menyatékan
tidak berwenang untuk mengadili sengl;eta a quo sebagaimana eksepsi Tergugat
dan Tergugat Il intervensi yaﬁg menguraikan objek sengketa tidak bersifat

individual dan masih bersifat umum ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal in litis bersifat individual
artinya keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu
baik alamat maupun hal yang dituju dalam arti materil individualnya dapa; d-iértikan
adalah Pengusaha/Apindo atau Pekerja/Buruh dan .apébila dihubungkan Surat
Keputusan Tergugat Nomor: 561/Kep.15640-Bangsos/2011 Tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 vide bukti P-1 yang sama
dengan bukti T-1 dalam memutuskan dan menetapkan kedua’” menetapkan
besaran upah minimum pada 26 (dua puldh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Bérat
Tahun 2012 dalam lampirannya surat keputusan tersebut secara konkrit
menyebutkan besaran upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat T'ahun 2012
salah satunya pada halaman 12 tercatat upah minimum Kabupateanota Bekési
Tahun 2012 adalah Rp1,491.866,00 yang b‘esarannya telah disebutkan dalam
lampiran surat keputusan a quo, dan ketentuan upah minimum tersebut berlaku
bagi seluruh pengusaha atau pekerja/buruh yang berada di Kabupaten atau Kota
Bekasi Tahun 2012 yang secara materil dapat diartikan individualnya-/ adalah

pengusaha/Apindo atau Pekerja/Buruh sebagal orang atau badan hul;pm perdata
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vide Pasal 53 dan objek sengketa yang mengatur besaran upah minimum
Kabupaten Bekasi bukanlah ketentuan yang masih bersifat umum karena norma
hukumnya sudah jelas mengikat Pengusaha/Apindo dan Pekerja/buruh di
Kabupaten Bekasi untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012, yaitu
keputusan objek sengketa telah menimbulkan hak dan kewajiban baik kepada
perusahaan anggota Apindo maupun kepadé bekerja yang tergabung dalam

Komunitas Buruh Bekasi Bergerak/ Tergugat Il intervensi;

M’enint‘»bang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:
561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tdi Jawa
Barat Tahun 2012 yang sekarang menjadi objek éengketa a quo dan digugat oleh
DPK APINDO Kabupaten Bekasi, setelah dikonstatasi secara keseluruhan
terhafdap elemen atau unsur Keputusén tatal usaha negara sébaga.imana
dimaksud Pasal 1 angka 9 secara limitatif dan komulatif telah memenuhi seluruh
elemen unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan penuangan dalam
bentuk Surat Keputusan Gubernur adalah merupakan Beschikkin;]‘l;arena secara
atributif adalah merupakan amanat undang-undang yang secara tegas disebﬁtkan
dalam Pasal 89 ayat 3 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan bukanlah merupakan RegelingA’éngaturan atau .Keputgsan
Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Peradilan
Tata Usaha Negara, sehingga secara yuridis normatif eksepsi TergUgét dan
‘Tergugat I intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung tidak berwenang untuk memeriksa‘dvan memutus ‘sengketal é'quo

tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian

haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gelanjutnya Majelis Hakim -akan
mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergug'at tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung tidak berwenang memeri'ksé memutus perkafa a quo karena f»,
sesuai ketentuan Pasal 48 Undang¥Undéqg Beradian Tala Usaha :‘;rge‘g;ﬁ(;t.
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Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengk'eta a
quo jika upaya administratif telah digunakan'qan dalam diktum keempat terhadap
perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum
Kabupaten/Kota ‘dapat diajukan penangguhan 'kepada Gubernur Jawa Barat
melalui Dinas Tenaga Kefja dan Transmigfa‘si Provinsi Jawa Bgrat paling lambat
sepuluh hari sebelum berlakunya keputusan ini, Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-—----—-fL---—

Menirﬁbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 48 dengan
Diktum ke empat surat keputusan objek sengketa yang menyebutkan "Pe‘ngusaha
yang tidak mampu melaksanakan ketentuan' Upah Minimufri Kabupaten/Kota
sebag;imana dimaksud dalam diktum kedua g_é_gngengajukan Penalngguhan
Upah Minimum 'kepéda Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Prpvinsi Jawa Barat paling lambat 10 (sepul'uh)‘ hari .sebelum

berlakunya keputusan in litis;

Menimbang, bahwa diktum keempat surat keputusan objek séngketa a
quo, bérkaitan dengan adanya upaya adminsitratif dalam sengketa a qub kata
dapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerbit Pustaka Phonik artinya
boleh sehingga dalam objek sengketa:a quo diartikan dalam bahasa hukum tidak
harus namun boleh digunakan atau tidak sedangkan Ketentuan Pasal 48 Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Dalam hal suatu Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk menyelesaikan secara adminstratif sengketa.Tata
Usaha Negara tertentﬁ maka sengketa tata usaha negara tersebut harus
diselesaikan melialui upaya adminstratif yang tesedia dan Pengadilan baru
berwenang memeriksa, memutus dan menyélesaikah sengketa tata usaha négéra

jika seluruh upaya adminstratif telah digunakan, kata harus dalam Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indovnesia'N

artinya wajib, mesti, tidak boleh tidak sehingga secara Jex speéialis derbgate lex .
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generalis ketentuan Pasal 48 Undang-Undang 'Peradilan Tata Usaha Negara
secara yuridis normatif wajib ditempuh oleh Pengusaha atau Apindo sebagai 'bihak

yang terkena surat keputusan tata usaha negara in litis sebelum mengajukan

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim :‘telah mempelajari bukti yang
diajukan para pihak dalam persidangan, dan merujuk bada bukti Penggﬁgat
bertanda P-5.1 sampai dengan P-5.146, dari bukti yang telah dicocokan dengan
aslinya dipersidangan, ditemukan adanya surat keberatan dari 146 Pengﬁsaha di
Kabupaten Bekasi atas Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi Tahun
2012, yang mengajukan keberatan dan banding administrasi baik yang ditujukan
kepada Bupati Békasi dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Apindo
atau yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Barat sebagaimana bukti

bertanda P-5.88 dan P-5.89 tertanggal 23 November 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti copy Sdrat Nomor 105/11.11/FUM/HRD
tertanggal 18 November 2011 yang diajukan oleh PT..F-'umira kepada Buéati
Kepala Daerah Kabupaten Bekasi yang telah dicacokan dengan aslinya
dipersidangan, ditemukan adanya keberatan atau banding administrasi oleh PT
Fumira atas Rekomendasi UMK 2012 vide bukti Penggugat bertanda 9-5.23; ------

Menimbang, bahwa dari bukti P-5.23 tersebut diﬁubungkan dengan
jawaban Tergugat pada halaman 5 diakui telah adanya penangguhan terhadap
‘keputusan Tergugat yang menjadi objek senéketa yang diajukan oleh beberapa
perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi kepada Gubernur Jawa. Barat
termasuk PT.Fumira yang berhubungan dengan bukti T-8 copi sesuai aslil
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep:153-Bangsos/2b12 Tentang lzin

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun

2012;

Menimbang. bahwa dari Jawaban Tergugat dan bukti P-5.23 dan bukti

T-8 diperoleh fakta hukum bahwa upaya adminsitrasi baik kebera
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diajukan kepada Bupati Bekasi maupun banding adminstratif . kepada Gubernur
Jawa Barat untuk melakukan penangguhan pelaksanaan objek sengketa a quo
merujdk pada ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undahg-Undahg Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, upaya admistratif sebagaimana ditentukan dalam
peraturan dasar; ketenagakerjaan dan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara telah seluruhnya ditempuh oleh prinsipal dalam hal ini Pengusaha
di Kabupaten Bekasi (PT Fumira) dan“upaya admistratif tersebut tidak harus
dilakukan oleh seluruh Perusahaan karena karakteristik hukum administrasi yang
berada dalam ranah hukum publik bersifat orga omnes mengikat secara umum
tidak hanya kepada para pihak yang bersengketa tetapi pihak lainpun wajib
mentaatinya dan dengan dasar pertimbangan demikian oleh karena seluruh upaya
administratif yang tersedia telah ditempqh Pengusaha dan dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada DPK Apindo vide bukti P-5 dan karenanya terhadap
eksepsi Tergugat tentang belum ditempuhnya upaya administratif tidaklah cukup
beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah

dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim . akan
mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat li intervensi tentang
KedudUkan/LegéI Standing Penggugat bukanlah seseorang atau Badan  Hukum
yang dituju langsung dalam surat keputusanl dan Penggugat tidak mempunyai
kapasitas dan képentingan untuk mengajukan gugatan kalrena Penggugat bukan
Pengusaha akan tetapi Asosiasi Pengusaha dan tidak mempunyai hﬁ‘bUngan
hukum secara langsuhg dengan upah afau bUruh, Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya dengan penimbanga‘n hukum sebégai berikut;——----—{-—-

Menimbang, bahwa merujuk' padé ketentuan Pasal 53 Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara” hanya orang atau badan hukum perdata yang

.\\\
merasa kepentingannya-dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat %
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tuntutan agar keputusan tata usaha riegara yang disengketakan dinyatakan batal

atau tidak sah”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Peradilan_‘-Tata
Usaha Negara vide Pésal 53 tersebut di atas, yang dapat bertindak sébagai
Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata sehingga DPK Apindo
Kabupaten Bekasi sebagai Asosiasi Pengusaha di Kabupaten selain mempunyai
kewajiban Qntuk membela dan memperjuangkan kepentingan. anggota' Apindo
Kabupaten Bekasi mempunyai legal standing atéu legal . mandaton berdasarkan
Peraturan Perundang-Udangan dan Anggaraﬁ Dasar serta Anggaran. Rdmah
Tangga Apindo dapat mengajukan gugat.an ke Pengadilan mewakili kepentihgan
Pengusaha yang tergabung dalam Apindo untuk . memperoleh keadilan
sebagaimana masuknya ‘Pihak ketiga dalam sen'gketa a quo yang diajukan oleh
Buruh Bekasi Bergerak' dapat diterima masuk sébagai pihak dan berkedudukan
sebagai Tergugat Il intevensi dalam sengkéta a éUo, karena kepentingannya untuk
membela hak-hak Pekerja/buruh untuk m;afﬁ‘peroleh keadilan dén mendapat
perlindungan ya’ng sama di depan hukum juga yang terpenting sesuai dengan
ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa
Apindo dan serikat pekerja yang harus menyepakati besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota yang pada akhirn‘ya'harus di putuskan oleh Tergugat délam
bentuk Surat Keputusan, jadi Majelis Hakirﬁ, berpendapat bahwa Penggugat
‘'mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan oleh kérenénya
eksepéi Tergugat dan Tergugat |l intervensi di atas haruslah dinyatakan ditolak;;---

Menimbang, bahwa selah’jutnya Majelis Hakim ©  akan
mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat Il intervensi tenténg gugafan yang
diajukan Penggugat tidak cermat sehingg‘a tidak jelas dasar yang digunakan

Penggugat untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bekasi berbeda dengan

usulan Serikat Pekerja, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai b%k&!.w-r \

/ Z
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Menimbang, bahwa dari uraian maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana disampaikan dalam dasar gugatan dan petitum adalah r'nemo;hon
kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah

Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai UM

Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam uraiannya Penggugat berkeberatan dengan
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi Tahuﬁ 2012 karena
Pengusaha menolak pelaksanaan Voting kareﬁa nilai u;ulan yang akan divqting
adalah nilai hasil pernitungan yang bertentangan dengan ketentuan. délam
peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/subtansial dan dihubungkan
dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan Majelis. Hakim
berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat'telah sesuai dengan ketentuan
dalam'peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan k'arenanya terhadap eksepsi Tergugat
Il intervensi tidak cermat, tidak jelas dasar yang digunakan f’enggugat adalah
cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah

dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi-eksepsi baik yang
disampaikan Tergugat maupun Tergugét Il intervensi telah seluruhnya
dipertimbangkan dan oleh karena tehadap alasan-alasan ekse;:;si sebagaimana
telah dipertimbangkan di atas tidak cukup beralasan dan berdlasar hukum maka

terhadap rangkaian eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat Il intervensi

di atas haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa oleh karena serangkaian eksepsi Tergugat dan
Tergugat Il intervensi telah ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majeli§ Hakim

akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa/Perkara a quo dengan

pertimbangan hukum sebagai berikut:

i
o
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Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakirﬁ mempertimbangkan
terhadap pokok perkara yang dipersengketakan para pihak, terlebih dahulu
Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap hal-hal yang berkaitan prasyarat
formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang—Undang Nomor 5
Tahun 1986 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan kedua atas UndanQ-’Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 paralel dengan
apa yang telah ciipertimbangkan_ dalam eksepsi di atas Penggugét dalam hal ini
DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang secara legal standing/legal mandatori dqpat
mewakili kepentingan para Pengusaha yang tergabung dalam Apindo Kavbupaten
Bekasi mempunyai kepentingan langsung dengan Penetapan Upah Minimum
Kabupéten Bekasi Tahun 2012 sepagaimana dimaksud dalam f’eraturan Menteri

Tenaga Kerja RI Nomor: PER-O1/MEN/19§€ Tentang Upah Minimum Jo

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Nomor: KEP-

226/MEN/2000 berbunyi “ usulan penetapan UMKR Tk | dan UMRS Tk I

dirundingkan dan QQQQE kati Yoleh Asosiasi Perusahaan dan Serikat Pefkerja

paralel dengan asas point d interest point d. action yang artinya bila ada

kepentingan maka baru boleh berproses kepentingan Penggugat tersébut
berdasarkan bukti-bukti berkeberatan aias Pénetapan UM Kabupaten/Kota Bekasi
Tahun 2012 cukup beralasan dan berdasar hukum, dah gugatan Penggﬁgat
diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 serta objek sengketa termasuk dalam katagori Keputusan Tata Usaha
Negara (Beschikking) sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 dan bukan
yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 sebagaimana telah dipertimbangkan

dalam eksepsi di atas, dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bar:g,ggg,,b

LIRS



formal Pengajuan gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara a quo vide Pasal 47 Undahg-Undang Nomor 5 tahun 1>986
sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun
2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena éecara kompetensi atau Kewe'nan‘gan
mengadili Pengadilan Tata Usaha Neggra Bgnduﬁg telah menyatakan berwenang
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka sélanjut;nya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhédap apa | yang menjadi pokok
persengketaan dalam gugatan a quo dengan pertimbangan hukum sebagai

berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap pokok
persengketaan a quo, Majelis Hakim di dalam melakukan pengujian menurut
hukumnya akan berpegang pada tolok ukur ggﬂelasan Pasal 1 angka 4 Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah_dirubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undéng

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggunakan
terminologi istilah “Sengketa” yang dari segi tatai bahasa mempunyai arti khusus
sesuai dengan fungsi Peradilan Tata'Usaha Negara yaitu menilai perbedaan
pendapat mengenai penerapan hukum antara badan atau pejabat tata uéaha
negara dalam hal ini Tergugat (Gubernur Jawa Barat) dalam menerbitkan Surat
keputusan Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011  Tentang | Upah Minimurh
Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM
Kabupaten Békasi Tahun 2012 yang menurut béndapat Penggugat pengambilan

keputusan ‘oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan

Perundang-Undahgan yang berlaku atau melanggar Asas-Asas Umum -

Pemerintahan Yang Baik vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
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2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ‘Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;

- Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat terse‘but‘ dalam konstruksi
hukum Peradilan Tata Usaha Negara parallel dengan asas hpkum tata usaha
negare, kepada yang merasa dirugikan akibat keputusan a quo dibefikan
kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Péngadilan_ Tata Usaha Negara dan
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negafa sesuai dengan P__e__m’%1

angka 4 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara hanya menilai perbedaan

pehdaﬁat mengenai penerapan hukumnya" merujuk pada asas Rechtmatigheid

yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa Majelis Hékim'telah mempelajari  terutama
terhadap bukti Tergugat Il intervensi bertanda T.I1.int-35 sampai dengan T-Il.int-72
dan dari bukti tersebut dapat dikualifikasikan dalam 6 klasifikasi. dimana

disimpulkan adanya pernyataan pencabutan gugaian oleh Prinsipal yaitu:--—-—-----

¢ Pada bukti T.II.Int-35,36 berkaitan dengan bukti adanya pencabutan gugatan;—-
o Pada bukti T.Il.Int-38 berkaitan dengan bukti Resume Rapat untuk untuk
menyelesaikan secara win-win solution; |
e Pada bukti T.Ilint-39,40,41,42,43,44,4546,47,48,49,50,51,52,72 berkaitan
dengan bukti adanya pencabutan kuasa; ‘
e Pada bukti T.Il.Int-53, 54,55,56,57,58 berkaitan dengan bukti surat pernyataan

pencabutan atas objek sengketa;

. Pasa bukti T.Il.Int-60,61,62,63,64,65,66,67 berkaltan dengan bukti tidak pernah
membenkan kuasa kepada Apindo;

o Pada bukti T.ILInt-68,69,70,71 berkatan dengan surat pernyataan telah
membayar upah sesuai objek sengketa, dan dari bukti-bukti tersebut 11 bukti
sesuai copi, 3 bukti sesuai legalisir dan 24 bukti sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa atas bu'kti-.bukti Tergugat I intervensi tersebut di
atas, Kuasa Penggugat dalam persidangan telallu menyahqpaikan tanggapannya
secara lisan dan menyatakan belum ada pe‘rdémaian yang di buat dalam bentuk

akta perdamaian, sehingga gugatan Penggugat belum dapat dicabut "ﬁ'
Halaman 110 dari 123 Putusan Perkara 128/G/201

Penetapan Upah..., Rudolf Chaerul Bawotang, Fakultas Hukum 2012"



Pengugat belum menerima pencabutan kuasa dari prinsi;?)al,' sedangkan kuasa
Tergugat menyampaikan tanggapan secara lisérﬂa.r;'g“p.ada pokoknya Méjelis
Hakim berpendapat sebelum adanya pencabutan gugatan baik oleh kuasa
Penggugat atau prinsipalnya terhadap pérkara nomor:128/G/2011/PTUN-BDG,
dalam persidan§an, kuasa penggugat tersebut tetap sah dan berlaku kecuali

dapat dibuktikan sebaliknyé atau ada pencabutan di kemudian hari;—------------------

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut dalam konstruksi
hukum Peradilan Tata .Usaha Negara parallel dengan asas hukum tata péaha
negaré, kepada yang merasa dirugikan akibat keputusan a quo dibérikan
kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha N'eg'ara dan
kewenangan Pehgadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Penjelasan Pasal 1
angka 4 Undang-undang Peradilan Tafa Usaha Negara ha;nya menilai pevrbedaan

pendapat mengenai penerapan hukumhya merujuk pada asas Rechtmatigheid

yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Meninibéhé, setelah Majelis Hakim mempeléjari secara seksama
terhadap surat gugatan, jawaban, replik, d‘upli‘k serta bukti-bukti serta keterangan

para pihak di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:-

¢ Bahwa penggugat adalah DPK APINDO Kabupaten Bekasi mewékili

ke i ra Pengusaha yang t ung dalam anggota Apindo
Kabupaten Bekasi merasa kepentingannya dirugikan dengan télah
ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2012 oleh
Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011
Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 bukti P-
1,7-1; ' '

e Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas di terbitkan di dasarkan pada

WNomor: 560/4335/Disnaker/X1/2011 tanggal 16

November 2011 dan Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor

7

15/DEPERPROV/X1/2011 tanggal 17 November 2011 bukti T-3,T-2;--

.

Halaman 111 dan 123 Putusan Perkara 128/G/2011

{
[+
=)
(ﬁm_
-%‘*"}\‘r g
s

Penetapan Upah..., Rudolf Chaerul Bawotang, Fakultas Hukum 2012

X

7Y



» Bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada alasan Nilai Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) Kabuaten Bekasi tahun 2012 UMK Tahun 2012 Rp1.491.866

dengan perincian untuk kelompok‘ | Rp1.849.913.84 dan Kelompbk 1]

Rp1.715.645.90 di atas UMK tahun 2012 sangat membératkan pevngu‘saha

karena berdasarkan hasil survey KHL Kabupaten Bekasi tahun 2011 pada

tanggal 26 Oktober 2011 DEPEKAB Bekasi telah ben"nusyawarah: dan

menyepakati Nilai KHL Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.356.242.36 paralel '

dengan bukti T.Il int-9;

Bahwa DEPEKAB pada tanggal 15 dan 16 November 2011 telah mengadakan

rapat dalam rangka Penetapan Nilai Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun

2012 dimana masing-masing unsur mengusulkan Apindo untuk UMK

Rp.1.324.778 atau 97% dari Nilai KHL dan untuk Kelompok I Rp.1.417.511

atau 7% dari Nilai UM dan Kel. | Rp.1.456.328 atau 9,9% dari Nilai UM. Unsur

Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk UMK Rp.1.912.522 atau 141%Nilai KHL
dan untuk ‘K'elompok Il Rp.2.0464.398 atau 16% diatas: KHL yaitu 150,8% dan

Kelompok | Rp.2.102.436 atau 155% di atas Nilai KHL.Unsur Pemerintah UMK
Rp.1.491.866 atau 109%Nilai KHL dan Kelompok 1] Rp.1.'715.645.90 atau

26,49% diatas Nilai KHL, Kelompok | Rp.1.840.913.84 atau 36,3% di atas

KHL;
Bahwa dalam rapat penetapan UMK tersebut dihadiri oleh 29 anggota

DEPEKAB Bekasi yang terdiri unsur Apindo, Unsur SP/SB, Unsur Pemerintah

dan dalam ra';'Jat tersebut tidak disepakati Nilai Upah Minimum Kelompok Il dan

Kelompok | maka selanjutnya dilakukan voting dan uynsur Apindo dalam

DEPEKAB Bekasi menyatakan walk out paralel dengan bukti Tergugat I

intervensi;

Bahwa hasil pemungutan suara terbanyak terhadap nilai upah minimum, upah

minimum kelompok Il dan | Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan Eeroiehan

—y

suara Usulan Pemerintah memperoleh 16 svuara, Usulan Apindo tidﬁk ada
\;: .f,\/

Halaman 112 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/P

Penetapan Upabh..., Rudolf Chaerul Bawotang, Fakultas Hukum 2012



suara karena walk out, usulan SP/SB memperoleh 3 suara paralel dengan

bukti T.il int-8;

e Bahwa telah ada kesepakatan antara Serikat Pekerja/Buruh dengan Apindo

vidé bukti T.I.Int-37,-38 bukti sesuai aslinya namun belum ada tindak

lanjutnya;
« Bahwa dalam Persidangan kuasa Penggugaf menyatakan berkaitan dengan
bukti adanya pernyataan pencabutan oleh prinsipal vide bukti T.Il.lnt¥35,36,38

sampai dengan 72 belum ada akta | perdamaian yang disepakati Serikat

Pekerja/Buruh dengan Apindo;
Menimbang, bahwa dari fakta hukuirn‘ tersebut di atas, dan sételah
melakukan konstatasi permasalahan Majelis Hakfm akan mempertimbangkan
terhadap fakta " hukum yang menjadi' pokdk persengketaan dan harus
dipertimbangkan dan diputus Pengadilan dengén mengedepankan pada suatu
pertanyaan "Aiakah Penérbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 561/Kep.1540-

\‘—'
Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun

2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 telah

P 3 e
ditetapkan berdasarkan pada alasan yang berdasar hukum baik dari segi
—_— —

kewenangan, formal prosedural maupun subtansi materinya?”;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan -
terhadép pokok persengketaan a quo akan M—WM atau

pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (Rechmatigeheid) dengan

pertimbangan hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa terlebih ' dahulu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan dari aspek subtansi materi terhadap w

persengketaan dalam gugatan a quo,
Menimbang, bahwa yang menjad.i subtansi pokok sengketa adalah

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011
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‘entang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang
nengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 bukti‘ P-1,T-1;---

Menimbang, bahwa atas Penerbitan Surat Keputusan tersebut, Para

>engusaha melalui DPK Apindo merasa berkeberatan penetapan UM Kabupaten

Jekasi Tahun 2012 yang dinilai terlampau tinggi sehingga merugikan kepentingan
\ara pegusaha anggota Apindo vyaitu Rp.1.491.8'66 atau 110% dari nilai KHL

‘ahun 2012 bukan berdasarkan nilai kehidupan layak TM?_@E@

aktor lain yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dasar normatif yang diatur
lalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagak.erjaah secara
imum ketenagakerjaan adalah merupakan bagian integral dari Pembanguna‘n

lasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa mengingat . pentingnya pembangunan
etenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak. dan
rerlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh yang pada saat bersamaan

—

lapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi Pembangunan iklim dunia usaha

lan investasi di Indonesia;

——

Menimbang, bahwa mencermati perkembangan ketenagékerjaan dewasa
1i memiliki dimensi-dan kompeksitas yang saling berkaitan tidak hanya terhadap
ahaga kerja selama, sebelum dan sesud_ah ma;sa kerja tetapi juga keterikatan
lengan kepentingan Investor/Pengusaha, dan Pemerintah untuk itu diperlukan
iengaturan yang menyeluruh dan komprehensif dalam hubungan kerja yang
armonis, dinamis dan berkeadilan dan Wn

letenagakerjaan dan Peraturan Pelaksananya termasuk mekanisme penetapan

—

———

pah haruslah disempurnakan dan disepakati oleh seluruh komponen penggerék

embangunan ; b PZERTIE N \

—_— . i
Menimbang, bahwa adanya gugatan in casu salah satunya yang 33(195
‘ <|
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oleh DPK Apindo Kabupaten Bekasi terhadap surat Keputusan Tergugat Nomor:
Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di
Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi

Tahun 2012 membuktikan adanya titik singgung kepentingan antara Pengusaha

yang bernaung dalam wadah Asosisi Perusahaan (Apindo Kab. Bekasi) dengan
Serikat Pekerja yang bergabung dalam koemunitas Buruh Bekasi Bergerak
berkaitan dengan penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota  Bekasi
Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Gubeynpr Jawa Barat vide objek sengketa bukti
P-1,T-1; ‘

Menimbang, bahwa merujuk pada ‘bukti P-1,T-1 yaitu surat Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor: Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2611 Tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2612 dalam lampiran surat
keputusan tersebut pada angka 24 besaran upah untuk Kabupaten Bekasi upah
minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp1.491.866,00, dengan upah minimum

“kelompok | Rp.1.849.913,84 dan untuk kelorhpok W Rp. 1719:645,90; T 18

Menimbang, bahwa besaran upah yang ditetapkan oleh Tergugat adalah

sama dengan usulan pemerintah pada saat rapat Dewan Pengupahan Kabupaten

Bekasi (DEPEKAB) tanggal 15 dan 16 November 2011 vide bukti T4,T-5 copy

sesuai aslinya yaitu Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Penetapan Nilai UMK
Tahun 2012 yang diperoleh berdasarkan hasil pemungutan suara dengan jumlah
peserta rapat 27 orang yang terdiri dari: unsurl Apindo walk out 7 orang, unsur
Pemerintah yang tidak mengikuti pemungutan suara 1 orang karena sakit, dan
pengambilan suara te'rbanyak 19 orang dengan rincian 16 suara | usulan
pemerintah, tanpa suara Apindo karena walk out dan 3 suara usulan buruhly'ang
berhubungan dengan bukti T-7 yaitu Peratu;an Dewan Pengupahan Kabupaten

Bekasi Nomor 01/DEPEKAB Tahun 2000 Tentang Perubahan Peraturan Dewan

Pengupahan Kabupaten Bekasi Nomor 018/DEPEKAB Tahun 2009;—---—-—-—--?—-——-

- Menimbang bahwa merujuk pada bukti T-10 Undang-Undang Npmor 13

=
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 89 ayat (3) disebutkan “upah

minimum buruh ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi

————

dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota” hal mana paralel
dengan bukti bertanda T-3 Tentang Rekoméndasi Bupati Bekasi tentang
Penetapan UMK/UMKS Kabupaten Bekasi yang ditujukan pada Gubernur Jawa
Barat yang berhubungan dengan bukti T-2 Rekomendasi Dewan Pengupahan

Provinsi Jawa barat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Paéal_8 ayat (2) Keputusan Menteri

Tenaga Kerja NMomor : KEP-226/MEN/2000, Tahun Tentang Upah Minimum,
menyatakan bahwa Gubernur dalam menetapkan upah minimum Proyinsi dan
Upah" Minimum Kabupaten Kota berdasarkan"usulan dari Komisi Penelitian
Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewanv'Ketenagakerjaan Daerah vide bukti T-13;

Menimb_ang, bahwa secara subtansi materi merujuk pada Undang-Undang

Nomor 1’3’1@3@’;(&3_ Tentang Ketenagaker}aan Pada Pasal 88 ayat (4)

disebutkan Pemerintah rﬁenetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) haruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan

memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi; .
Menimbang, bahwa pengertian keb idup layak yang diperoleh dari
upah berkaitan dengan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari

hasil pekerjaannya sehingga mampu meménuhi:kebutuhan hidup Pekerja/Buruh

‘beserta keluarganya secara wajar ;

Menimbang, bahwa Nilai KHL menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigraéi Rl Nomor:PER-17/MEN/VII1/2005 Tentang - Komponen dan

Pelaksanaan Tahapan Pencapaian kebutuhan' hidup layak vide bukti T-14
diperoleh melalui survei harga yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur
tripartit yang dibentuk oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

dengan mengikut sertakan Badan Pusat Statistik setempat;-

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-6 yaitu Kesepakatan
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Tahun 2011 telah diplenokan Nilai KHL Tahdn'2011 sebesar Rp.1.356.242,36
sedangkan objek sengkéta dalam konsideran menimbang ‘untuk menetapkan upah
minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat di dasarkan pada nilai kebutuhan hidup
layak (KHL) tidak merujuk pada KHL Tahun 2011 yang telah disepakaﬁ oleh

Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dan secara subtan'si Tergugat tidak

mempertimbangkan KHL berkaitan dengan perhitungan UM Kabupaten/Kota

PR

Bekasi dan yang mengetahui adalah Pemerintah' Kabupaten Bekasi atau Dewan

Pengupahan Kabupaten Bekasi, sedqngkan KHL Tahun 2011 haruslah menjadi
rujukan Tergugat dalam menerbitkan UM Kabupaten/Kota tahun 2012 secara
limitatif objek sengketa tidak menyebutkan merujuk pada KHL Tahun 2011

padahal hal tersebut harus menjadi bahan pertimbangan Tergugat dalam

konsideran pertimbangannya ;
Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 90 Undang-Undang

Ketenagakerjaan dalam ayat (1) disebutkan Péngusaha dilarang membayar upah

lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal‘@_dan
dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) pengaturan pengupéhan yang ditetapkan atas
kesepakatan antara_pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh,
tidak boleh lebih rendah dari pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena secara subtansi materi berdasarkan bukti

‘'yang terungkap rekomendasi Bupati Bekasi tentang Penetapan Kelompok Jenis
Usaha dan besaran nilai UMK/UMKS di dasarkan pada voting dan tidak

o

didasarkan pada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha dalam hal ini Apindo

dengan Pekerja/Buruh secara imperatif Undang-undang Ketenagakerjaan secara
jelas dan tegas menyebutkan harus adanya kesepakatan antara Pengusaha dan

Pekerja/Buruh sedangkan mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Bekasi tahun 2012 di dasarkan pada hasil voting, dimana anggota Apindo yang iy

mewakili kepentingan pengusaha dalam Dewan Pengupahan
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Bekasi melakukan walk out, wrw

kepentingan atau kesepakatan bersama dengah dasar demokrasi sehingga

mengavkibatkan timbulnya ketidakpuasan dari salah satu pihak, sedangkan
philosofis Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan Upah Minimum
mensyaratkan adanya kesepakatan yang menjadi instrumen yuridisnya dan dalam
hal ini pulalah sebetulnya peranan Pemer_intaH yang harus tegas dan dapat
men'j'émbatani kepentingan antara Asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja/BLxruh
sebagaimana dimaksuc. Pasal 11 ayat (1).Pera'turan Menteri Tenaga Kerja RI
Nomor:PER-O1/MEN/1999 Tentang Upah Mihimum disebutkan “Usulan peﬁetapan
UMKR Tk | dan UMSR Tk Il dirunding kén‘dan disepakati oleh asosiasi
perusahaan dan serikat pekerja dan bukan langsung menetapkan sekalipun hal itu

menjadi kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Rl Nomor ‘KEP-226/MEN/2000 Pada Pasal 4 ayat (4)" Selain
upah minimum i sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur dapat

menetapkan Upah Minimum sektoral prcg_wﬁ§i (UMS Provinsi) atau Upah minirﬁum

—

sektoral Kabupaten/Kota atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat

-

pekerja/buruh;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian Majelis

Hakim berpendapat sesuai hukumnya oleh karena Surat Keputusan premur
Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang' Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besarah UM

Kabﬁp'aten Bekasi Tahun 2012 terbukti tidaklah- di dasarkan pada kesepakatan

antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh sedangkan dalam peraturan
perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menéyaratkan

adanya kesepakatan yang merupakan pacta sun servanda yang harus disepakati

oleh asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh dengan dan .ti_'dgk"*,,_
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2011 yang telah disepakati oleh Dewan Pehgupahan Kabupaten Bekasi dalam
konsideran pertimbangan objek sengketa, tindakan Tergugat demikian

mengandung cacad vuridis, yaitu selain melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku juga wifsas-Asas Umum Pemerintahan Yang i

Baik karenanya terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan batal dengan
kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:
561/kep.1540-Bangsos/2011, yang‘diterbitkan tanggal 21 November 2011,

Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang

mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012;
Menimbang, bahwa terhadap petitum 'angka 4 yang memohon kepada

Pengédilan untuk memerintahkan Tergugat menetapkan besaran upah minimum

——

Kibupaten Bekasi Tahun 2012 berserta upah kelompok | dan Kelompok Il

bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka terhadap

petitum demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, béhwa merujuk pada fungsi Putusan Pengadilan seblaga_ii" a
tool of social engineering” 'sebagaimané dikeh’uuka,kan Roscoe Pound délam
bukunya Friedman Jegal theory bahwa  Putusan Pengadilén pada' setiap
masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan
antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebégai
alat evolusi sosial dan berdasarkan. pértimbéngan demikian Majelis Hakim

mengapresiasi terhadap hasil pertemuan tanggal 15 Januari 2012 antara Serikat

Pekerja dengan DPK Apindo Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan masalah
UMK melalui proses penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara berdialog
secara kekeluargaan dan musyawarah dengan dijembatani oleh Pemerintah

paralel dengan bukti T.IL.int-37,-38 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengﬁjian dari segi subtansi materi

Tergu'gat dalam penerbitan surat keputusah telah terbukti cacat yuridis, maka

— ~—
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Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melakukan pgggw

kewenangan dan proseduralnya;

——

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal }yang
diajukan oleh para pihak, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tenfang Perubahan kedua atas Undang-UndanQ Nomor 5 Tahun

1886, Pengadilan telah mengambil beban ‘pembuktian beserta penilaian

pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak
——-\ ‘
menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya
hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya ‘tétap
dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;—------—-----—--
Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa a quo telah
dibatalkan maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun '1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang

timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak T ergugat dan

- e ®

Terguat |l intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan
— %N \‘

dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan -dalam Pasal ‘Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 se,bagairﬁana telah diruba'h_ dengan Undang-Undang Nomor
51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undéng-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan lain yang berkaitan;—------———-—-

MENGADILI

Dalam Penundaan:

Menyaﬁtakah P'e‘hetapan No : 128/G/2011/PTUN-BDG, Tanggal 19 Januari 2012,

tentang Penangguhan pelaksanaan Keputusan Térgugat yang.berupa ; —————-

5/ v
b
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UN-pBer
/." s i_,‘\
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Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : '561/Rep.1540-Bangsos/2011,
terbit ‘tanggal 21 November 2011, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di
Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi

Tahun 2012 tetap berlaku sampai adanya‘P‘utusan yang berkekuatan Hukum

tetap;
Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Il intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkaré:

-—

. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2, Menyatakan‘BataI Surat Keputusan Nomor: 561/kep.1540-Bangsos/2011,
yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 21 ‘Noyember 2011, Tentang Upah

I ‘
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai

besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 ;

3. Memenntahkan ‘kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor :
561/kep.1540-Bangsos/2011, yang dlterbltkan tanggal 21 November 2011,

Tentang Upah Minimum Kabupatean_ota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang

mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi T,at;un 2012
4, Memerintahkan Tergugat -untuk menerbitkah Keputusan yang baru tentang
Upah Minimum Kabdpaten Bekasi berdasarkan hasil Kesepakatan DPK Apindo
Bekasi dengan Serikat Pekerja Kabupaten B:ekasi sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-Undang;

5. Menyatakan gugatan selain dan seleblhnya tidak dapat diterima; e

6. Menghukum Tergugat dan Tergugat |l |nterven5| untuk membayar . biaya

perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 232.000,- (dua rétds tiga

puluh dua n'bb rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah putusan ini diambil dalam’ rapat permusyawaratan Majehs

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 26":-'{}?j

Januari 2012 oleh Kami Disiplin F Manao, S.H.,M.H, selaku Ketua Mg (
. Halaman 121 dari 123 Putusan Perkara 128/G/20
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~ Syofyan Iskandar, S.H., M.H, dan Hujja Tulhag, S.H.,M.H‘ masing-maéing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diﬁaca_kan dalam persidangan yang
terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis
Hakim tersebut di atas dengan dibantu Endang Sumitra, S.H, sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat, Knasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat |l

intervensi;
HAKIM ANGGOTA |, KETUA MAJELIS,
ttd ; ttd
SYOFYAN ISKANDAR,S.H.,M.H. DISIPLIN F. MANAO, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA I
ttd

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,
ttd

ENDANG SUMITRA. S.H.

Halaman 122 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/R%
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RINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya Pendaftaran Gugatan........... S NI Rp. 30.000,-
BT Ressprnvcmemmipommronmesiommessesi s s e Rp. 125.000
Biaya Panggilan.......ccooeuveiiviiiiniiiiei Rp. 46.000,-
Pemeriksaan Setempat...........cccceevnene YR — ~Rp. -

" Biaya Materai PERBIPEN. ......o.muisrmmsasmrssssmasmansanman Rp. 6.000,-
Léges ........................................................................... Rp. 3.00Q,¥
Biaya Materai...........ccoeeveiiiiiiiniiini Rp. G.GQO,-
Biaya:REAAKSH «.uxiiansswsns iminmins sommisis anms s sussnings i ‘Rp.__5.000,-

Jumlah = Rp. 232.000,-

( dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah )

Halaman 123 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2
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Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya ; =-=-n=snemmmmmmm oo

Diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi KAMBUSIHA,SH
pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 dan diterangkan disini bahwa Put?xsa11 ini
belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Tergugat mengajukan upaya

hukum banding pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 ; -======-mm=mmmeeemme e

Bandung, 30 Januari 2012

Panitera/Sekretaris,

ey,

Biaya Salinan Putusan :

Penyerahan turunan putusan (123 Imb X Rp 300,-)  Rp. 36.900,-

- Legalisasi tanda tangan : - 10.000;-
- Meterai - 6.000,- +
Jumah ; . Rp. 52.900,- (Lima puluh dua

ribu sembilan
ratus rupiah)
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